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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab
yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara
garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam system tulissan Arab
dilambangkan dengan hitruf. Dalam tramseliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilamibangkan dengan tanda, dan, sebagian lagi dengan huruf

dan tanda sekaligus.

Huruf Arab /| Nama Huruf Latin Keterangan

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
(- Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ S s (dengan titik di atas)
d Jim J Je

C Ha’ h h (dengan titik dibawah)
d Kha’ Kh Ka dan ha

4 Dal D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er

J Zai Z Zet
o Sin S Es
(i Syin Sy es dan ye
ol Sad S s (dengan titik di bawah)
Ul Dad d d (dengan titik di bawah)
b Ta T t (dengan titik di bawah)
5 Za 1 z (dengan titik di bawah)
g ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
4 Gain G Ge

] Fa F Ef

d Qaf Q qi

d Kaf K ka

J Lam L el

2 Mim M em

O Nun N en

3 Waw \%Y% we

® Ha’ H ha

& Hamzah ¢ Apostrof




e | Yo | Y | ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

Cplantia Ditulis muta ‘aqqidin

3ic Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecu@ali antuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia
dclaa : ditulis Jafna’ah
2. Bila dihidupkan katena berangkai dengan kata lain, ditulis t
A deai: giflalis Ni°matullah
il 385 & ditulis Zakat al-Fitri
D. Vokal Pendéek
Fathah/ditulis g, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
E. Vokal Panjang

I | Fathah + alif Ditulis A
FIATYES Jaahiliyyah

2 | Fathah + ya’mati Ditulis A
P yas‘a

3 | Kasrah + ya’mati Ditulis I
S karim

4 | Dammah + Ditulis 0
\Zvay\fllmati fur iid
A0 :

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
Dengan Apostrof
asidl) . ditulis a’antum

. ditulis mu ‘anntas

G. Vokal Rangkap

\ Fathah dan ya’ sukun ditulis Bainakum
Y | Fathah dan wawu ditulis Fauqakum
sukun
o858
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H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
O A : ditulis al-Qur’an
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang
mengikutinya
Aad) : ditulis as-sayyi’ah

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau capannya dalam rangkaian
eﬁu‘g\ &.‘*5‘ [-Islam atau syaikhul Islam
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MOTTO
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ABSTRAK

Muzayanah. Firda NIM. 1119111. PEMBAGIAN WARISAN LEBIH
BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK PEWARIS (STUDI DI DESA
GEJLIG KECAMATAN KAJEN KAPUBATEN PEKALONGAN). Skripsi,
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin,
M.A.

Pewarisan merupakan suatugpesistiwa hukum yang mengalihkan harta
peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seperti yang
diketahui bahwa semua orang pasti akan meninggal dunia, ketika orang yang
meninggal dunia itu mempunyar harta warisan dan mempunyai ahli waris maka
berlakulah kewarisan géseorang. Hukum kewarisah, di negara Indonesia masih
bersifat pluralistik (béragam). Setidaknya ada tiga‘jenis hukum yang masih berlaku
dan masih digunakan masyarakat Indonesia, yaitu hukum, kewrisan berdasarkan
hukum adat, hukum kewarisan BW, dan hukum kewarisan Islam. Masing-masing
sistem hukum [berlaku bagi subyek hukum yang berbeda. Hukum kewarisan adat
berlaku bagi masyarakat pribumi, hukum kewarisan Islam berlaku bagi masyarakat
muslim dan hukum kewarisan BW berlaku bagi orang Eropa dan keturunannya,
orang Timur asing dan mereka yang menundukan diri pada hukum BW. Namun
dalam pembagian hukum waris masyarakat itu tidak selalu konsisten. Di Desa
Gejlig sendiri memiliki sistem pembagian waris yang mana salah satu ahli waris
mendapatkan bagian lebih banyak dibanding ahli waris lainnya. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta warisan yang
terjadi di Desa Gejlig dan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi
pembagian harta Warisan tersebut.

Jenis penelitian,ini adalah penelitian sosisolegi~hukum, yaitu mengkaji
perilakumasyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat
secara langsung dengan metode wawancara. Penelitian pendekatan kualitatif, yaitu
suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa sebuah kata-
kata tertulis ataupun lisan\dati sescorang dan prilaku yang di amati.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian penulis yaitu Pembagian Warisan Lebih
Banyak Kepada Sebagian“Anak Pewaris (Studi di'Desa Gejlig Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan) dimana berbeda dengan sistem pembagian harta warisan
baik menurut hukum waris Islam, hukum waris adat maupun hukum waris BW.
Dalam pembagian harta warisan salah satu ahli waris mendapatakan bagian lebih
banyak atas beberapa pertimbangan seperti : adanya pembedaan status sosial
ekonomi ahli waris, imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang
tuanya, budaya yang sudah turun temurun sejak nenek moyang, bakti kepada kedua
orang tua yang diwujudkan dengan mematuhi dan menerima semua keputusan
kedua orang tua, masyarakat yang kurang memahami mekanisme pembagian harta
warisan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Kata Kunci: Hukum Waris, Hukum Islam, Kesadaran Hukum
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, semua persoalan baik mengenai
urusan dunia maupun akhirat termuat di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Aturan tentang hubungan mandsia dengan Allah dan hubungan manusia dengan
manusia juga diatur dalam "ajaran agama Jdslam. Diantara aturan tentang
hubungan manusia dengan manusia yang lain adalahhaturan tentang pembagian
harta warisai.!

Pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengalihkan harta
peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seperti yang
diketahui bahwa semua orang pasti akan meninggal dunia, ketika orang yang
meninggal dunia itu mempunyai harta warisan dan mempunyai ahli waris maka
berlakulah Kewdrisan seseorang.’

Hukum = kewarisan, di negara Indonesia masih bersifat pluralistik
(beragam). Setidaknya ada tiga jenis hukum yang masih berlaku dan masih
digunakan masyarakat Indonesia, yaitu hukum kewarisan berdasarkan hukum
adat, hukum kewarisan BW, dan hukum kewarisan Islam.> Masing-masing
sistem hukum berlaku bagi subyek hukum yang berbeda. Hukum kewarisan adat
berlaku bagi masyarakat pribumi, hukum kewarisan Islam berlaku bagi

masyarakat muslim dan hukum kewarisan BW berlaku bagi orang Eropa dan

! Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), h. 35-36

2 A. Sukris Sarmadi. Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1997), h.34-35,

3 M. Anshary, Hukum Kewarisan Islam Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h.2



keturunannya, orang Timur asing dan mereka yang menundukan diri pada
hukum BW. Namun dalam pembagian hukum waris masyarakat itu tidak selalu
konsisten. Misalnya seperti orang Islam masih menggunakan hukum kewarisan
adat dan orang Islam tetapi sebagiannya masih menggunakan hukum BW.

Dalam hukum kewarisan adat tidak ada ketentuan dalam pembagian harta
warisan. Hukum ini berdasagkan kepatutan dan tidak ada pembagian khusus
antara laki-laki dan perefnpuan. Dalam hukumykewarisan adat setiap ahli waris
mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi
harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung
jawab setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Hukum kewarisan
Eropa Burgerlijk Wetboek (BW) pembagian harta warisan sudah ditentukan
yaitu, harus sama rata tanpa adanya pembeda, tidak adanya pembedaan antara
laki-laki dam perempuan dan tidak adanya pembeda antara hubungan
kekeluargaan.” Dalam hukum waris menurut BW "berlaku asas: “apabila
seseorang meninggal dunia, maka seketika itujuga segala hak dan kewajibannya
beralih kepada sekalian ahli warisnya”.*

Sedangkan pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur secara rinci
dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits dalam surah An-Nisa ayat 11, bahwa anak laki-
laki lebih banyak dari bagian perempuan yang dimana laki-laki dua kali bagian

perempuan (2:1)

60

4zZinuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 2008) him.3-
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Artinya: (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua
orang anak perempuan .... (An-Nisa [4] : 11)

Dalam hukum kewarisan Islam ahli waris sudah ditentukan secara detail.
Urutan ahli waris dalam Islam vaitu : pertama, Ashbabul furudh yaitu orang-
orang yang telah ditentukan bagiannya dalam Al-Qur’an, As-sunnah dan ijma’.
Seperti yang sudah dijelaskandalam Q.S; An-Nisa : 11, 12, dan 176 diuraikan
secara rinci aturad pembagian ahli waris yaitu, anakyayah, ibu, suami, istri dan
saudara kandung, seayah maupun seibu dengan bagian-bagian senilai 2/3, 5, %,
1/6 dan 1/8 dari harta waris. Dengan persyaratan yang telah diatur dalam Al-
Qur’an. Selain ahli waris ahli waris diatas, Allah SWT telah menyerahkan
kepada umat Islam yang memenuhi kompetensi keahlian dalam melakukan
pengambilan hukum (berijtihad) dan melakukan pengembangan hukum waris
dalam bidang waris.®

Kedua, ashabah yaitu ahli waris yang‘mendapatkan bagian yang tidak
tertentu. Mereka memperoleh warisan /sisa sectelah bagian para ahli waris
dzulfaraidh tersebut dikeluarkan. Jika /dilihat/dari segi hubungannya dengan
pewaris, ahli waris dzulqarabat adalah orang yang mempunyai hubungan
kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan.
Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis
keturunan bilateral. Ketiga, dzawil arham kerabat pewaris yang tidak

mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun

5 Terjemah Kemenag 2019



Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para 'ashabah. Maksudnya, dzawil arham
adalah mereka yang bukan termasuk ashhabul furudh dan bukan pula 'ashabah.
Jadi, dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan
pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashhabul furudh dan tidak
pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman
(saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-
laki dari anak perempuati, dan sebagainya.’

Bagi magsyarakat muslim, pada dasarnya dalam pembagian sistem
kewarisan menggunakan hukum kewarisan Islam. D1 mana dalam hukum Islam
menjelaskan bagian laki-laki lebih besar dari perempuan: Dalam pembagian
harta waris di masyarakat, tidak semuanya merasa adil/dan sama rata. Ada juga
beberapa yang menjadikannya sebuah problematika ketika mereka merasa tidak
adil. Jika jproblematika tersebut terjadi mereka mengajukan ke pengadilan
agama. Bahkan jika ada perkara kewarisan diajukan ke pengadilan maka yang
berhak memeriksa dan memutuskan perkara waris Islam adalah pengadilan
agama;

Pada masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
yang mayoritas beragama Islam kebanyakan masyarakatnya dalam pembagian
harta warisan lebih menggunakan hukum adat. Sistem kewarisan dipengaruhi
oleh hukum adat setempat yang mana salah satu ahli waris mendapatkan bagian

lebih banyak dari pada ahli waris yang lain. Hal ini mengakibatkan salah satu

® Naskur, “Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam (Lampung:
Juni, 2016)



pihak merasa tidak adil. Permasalahan tersebut seharusnya tidak terjadi dalam
lingkup masyarakat, karena hal tersebut tidak sesuai hukum kewarisan di
Indonesia.

Dalam proses pembagian harta warisan diawali dengan musyawarah antar
ahli waris. Meskipun demikian pihak ahli waris yang merasa paling berperan
dalam merawat orang tua ataupun dalam, hal lainya akan meminta bagian harta
warisan yang lebih. Halgersebut menjadrsalahisatu faktor pembedaan perolehan
harta warisan yang terjadi di Desa Gejlig.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penting dan menarik untuk
dikaji mengenai pembagian harta waris yang terjadi di Desa Gejlig. Dalam teori
kewarisan Islam dan teori kesadaran hukum masyarakat yang masih menjadi
persoalan. Selain itu, masalah ini menjadi penting untuk diteliti mengapa mereka
tidak menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia terutama hukum waris
Islam dan mengapa' terjadi pembedaan perolehan harta Warisan terhadap ahli
waris dengan menggunakan teori kesadaran hukum.

Berdasakan uraian latar belakang tersebut, menjadi sangat penting
sehingga penulis ingin menggali lebih dalam dan fokus untuk melakukan
penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Pemberian Warisan
Lebih Banyak Kepada Sebagian Anak Pewaris (Studi di Desa Gejlig

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)”’

7 Wawancara dengan Karyo Winoto, tanggal 21 November 2022 di Kantor Kelurahan Desa
Gejlig



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Gejlig
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan?
2. Mengapa dalam pembagian harta warisan di Desa Gejlig terdapat pembedaan
perolehan harta warisan terhadap salah satu ahli waris?
C. Tujuan
1. Untuk mendeskripsikan pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat
Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian warisan
di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan akan mengungkapkan hubungan antara
hukum Keéwarisan dengan kesadaran hukum masyarakat sehingga akan
menambah wawasan keilmuan bagi para pemerhati hukum Islam.
2. Kegunaan Praktis
Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, dan bisa menjadi bahan
bacaan yang bermanfaat serta dapat menambah wawasan untuk masyarakat
mengenai pola pembagian harta waris dalam Islam, khusunya bagi

masyarakat Desa Gejlig, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.



E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur banyak ditemukan penelitian tentang
pembagian harta waris, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal namun
dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang relevan tersebut antara lain :

Pertama, dalam skripsi Choiru Rozikin yang berjudul “Pembagian Harta
Waris menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari”. Dalam
tulisannya menjelaskanberbagai macam'cara pembagian kewarisan di Indonesia
dipaparkan menufut masyarakat di setiap daerah yang mereka yakini. Pada
skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pembagian harta
waris, namun dalam pembahasan ini lebih membahas berbagai macam cara
pembagian kewarisan di Indonesia dipaparkan menurut masyarakat di setiap
daerah yang mereka yakini. Sedangkan penelitian penulis hendak menganalisis
pembagian harta waris dan pembedaan perolehan harta waris. ®

Kedua, skripsi Ahmad Syaiful Yusuf yang berjudul “Pembagian Harta
Waris Laki-laki dan Perempuan Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di
Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang), Skripsi ini
menjelaskan tentang bagimana praktik pelaksanaan pembagian harta waris
dalam perspektif hukum Islam. Dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu

membahas mengenai pembagian harta waris, namun dalam skripsi ini lebih

8Chirur Rozikin, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris menurut Islam dalam Persepsi
Masyarakat Desa Pasirsari ”, Skripsi,(Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2011), hlm. 7



menjelaskan tentang praktik pembagian kewarisan laki-laki dan perempuan
menurut hukum kewarisan Islam yang terjadi di Desa Wonotunggal.’

Ketiga, dalam skripsi Taufiq Quraisy yang berjudul ‘“Pemahaman
Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam (Di Desa Raman Aji Kecamatan
Raman Utara Kabupaten Lampung Timur) Didalamnya disimpulkan bahwa
masyarakat Desa Raman Aji belum memahami kewarisan hukum Islam sebgai
aturan waris yang haru§ untik membagikanyharta warisan seorang muslim.
Hukum kewarisanIslam yang diketahui oleh masyarakat Desa Raman Aji secara
umum hanya sebatas aturan kewarisan Islam yang mengatur pemindahan harta
waris antara ahli waris sesuai dengan syariat. Persamaan dalam skripsi ini
dengan penelitian yang akan penulis laksanakan yaith membahas kurangnya
pemahaman masyarakat mengenai pembagian harta) waris menurut hukum
Kewarisan Islam. '°

Keempat, Khamdi dalam skripsi yang berjudul “Pémbagian Harta Waris
Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi"Kasus di Desa. Werdi Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan”,
menjelaskan bahwa praktek pembagian harta warisan di Desa Werdi berbeda
dengan ketentuan hukum waris Islam karena perempuan mendapat bagian harta

waris lebih banyak dari laki-laki. Menurut masyarakat Desa Werdi perempuan

perlu dikasihani karena perempuan hanya tinggal dirumah tidak bisa

9Ahmad Syaiful Yusuf, “Pembagian Harta Waris laki-laki Permpuan Menurut Hukum Waris
Islam (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”, Skripsi
(Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2021), him. 48

¥Taufiq Qurasyid,“Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Kewarisan Islam Di Desa
Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)”, Skripsi AL AHWAL ASY
SYAKHSIYYAH (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019), hlm.56



menghasilkan uang sehingga diberi lebih untuk memenuhi kebutuhannya.
Dalam skripsi ini memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai
pembedaan pembagian harta warisan di tinjau dalam perspektif hukum Islam.
Sedangkan penulis hendak menganalisis tentang pembedaan pembagian hrta
warisan kepada salah sebagian anak pewaris.!!

Kelima, Abdul Rohmanddalam sksipsi yang berjudul “Perspektif Ulama
Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian, Harta Warisan Menurut Islam
Yang Ditindaklafijuti "Dengan Musyawarah Keluarga” dalam skripsi ini
memaparkant model pembagian waris di keluraham Simbang Kulon yang
dilakukan ©leh masyarakatnya sendiri ada yang| menggunakan Hukum
Kewarisan Islam (Faraid) murni, ada yang menggunakan adat atau kebiasaan
yaitu dibagl rata dan ada juga yang menggunakan adat atau kebiasaan yaitu
dibagi rata dan ada juga yang menggunakan dua cara tersebut, yaitu awalnya
dibagi dengan faraid namun setelah dilanjutkan dengan beérunding sesuai adat
atau kebiasaan mereka. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap pandangan ulama
Simbang Kulon tidaklah bertentangan dengan apayang ada dalam syariat Islam.
Pada skripsi ini memiliki sebuah persamaan yaitu mengenai pembagian harta
warisan yang ditindaklanjuti dengan musyawarah keluarga. Sedangkan
penelitian yang akan ditulis penulis yaitu mengenai pembedaan pembagian harta

warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris, salah satu ahli waris

""Khamdi, “Pembagian Harta Waris Perempuan Lebih Banyak Dari Pada Laki-Laki Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Werdi Kecamatan Paninggaran Kabuaten
Pekalongan)”, Skripsi (Pekalongan: UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2016), hlm. 58
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mendapatkan bagian lebih banyak dari pada ahli waris yang lain dan pembagian

tersebut tidak sesuai hukum waris yang berlaku.!?

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Lainnya
N Nama Judul P Perbedaan
0 .. udu ersamaan
Peneliti
1. | Choiru Pembagian Hafta Waris | Pembagian Penelitian
Rozikin menurut Hukum“Islamy, harta waris terdahulu
dalam Persepsi membahas
Masyarakat Desa menurut hukum
Pasirsari [slam sedangkan
sekarang
pembagian harta
warisan lebih
banyak kepada
ebagian anak
pewaris
2. | Ahmad Pembagian Harta Waris | Pembagian Penelitian
Syaiful Laki-laki dan | harta waris terdahulu
Yusuf Perempuan Menurut membahas
Hukum Waris Islam pembagian harta
(Studi Kasus Di Desa waris antara laki-
WonotunggalKecamatan laki dan
Wonotunggal perempuan dan
Kabupaten Batang). penelitian
sekarang
membahas
pembedaan
perolehan  hata
warisan
3. | Taufik Pemahaman Masyarakat | Kesadaran Penelitian
Quraisyd | tentang Hukum | masyarakat terdahulu
Kewarisan Islam (Di menjelaskan
Desa Raman Aji kurangnya

12Skripsi Abdul Rahman, “Perspektif Ulama Simbang Kulon Terhadap Sistem Pembagian
Harta Warisan Menurut Islam Yang Ditindaklanjuti Dengan Musyawarah Keluarga”, Skripsi
(Pekalongan: UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2017), him. 46
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Kecamatan Raman Utara

Kabupaten = Lampung
Timur)

kesadaran
masyarakat
penelitain
sekarang
menjelaskan
faktor yang
meletarbelakangi
pembagian harta
warisan

Khamdi

Dalam Perspektif
Islam (Studi
1 Desa Werdi

Kecamatan Paninggaran
Kabupaten Pekalongan.

Warisan Menurut Islam
Yang  Ditindaklanjuti
Dengan  Musyawarah
Keluarga

Penelitian
terdahulu
membahas
pembagian harta
waris yang tidak
sesuai  dengan
Islam sedangkan
penelitian
sekarang
membahas
pembagian harta
warisan  lebih
banyak kepada
sebagian  anak

membahas
tentang
pembagian harta
waris yang
ditindaklanjuti
dengan
musyawarah dan
penelitian
sekarang
membahas
tentang
pembedaan harta
warisan  lebih
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banyak kepada
sebagian  anak
pewaris dan
faktor yang
melatarbelakangi
pembagian harta
warisan.

F. Kerangka Teori

Teori adalah hdsil pemikiran dan ‘pengalaman yang dapat dibuktikan
secara empiris,Sehingga bisa digunakan untuk menjelaskan dan mengendalikan
berbagai fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum
dan teori nilai budaya yang mana dalam teori ini akan menganalisis mengenai
faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian harta waris di Desa Gejlig

Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

1. Teori Kewarisan Islam

Pengeitian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnyahalkmilik dari
orang yang meninggal kepada ahli warigshya yang masih hidup, baik berupa
harta benda, tanah maupun suatu hak dari hakéhak syarat.™>Menurut Wirjono
Projodikoro mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau
peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah
berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

13 Muhammad Ali Ash-Shabuni, “Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadis” (Bandung:
Trigenda Karya, 1995), 39.
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Rukun waris ada tiga, yaitu: pertama, pewaris atau biasa juga disebut
Al Muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. Kedua, Ahli
waris atau yang juga dikenal dengan istilah Al Waris adalah pihak penerima
harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan
dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam
keadaan hidup ketika Al MuWwaris meninggal dunia. Ketiga, tirkah, yaitu harta
yang ditinggalkan Ad Muwaris padatAl Waris. Di mana, sebelum proses
pewarisan dilakukan, sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan
jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris.'*

2. Teori Kesadaran Hukum

Hukum itu dibuat tidaklah sekedar untuk memenuhi kebutuhan struktur
kenegaraan, melainkan kebutuhan masyarakat suatu negara. Dengan
demikian maka sesungguhnya kehadiran hukum tidak terlepas dari
masyarakatnya. Hukum itu ada untuk memenuhi kebuttuhan sosial, ekonomi,
dan kultural masyarakat. Terdapat dua fungsi yang dapat dijalankan oleh
hukum di dalam masyarakat, yaitu pertama sébagai sarana kontrol sosial.
Sebagai sarana kontrol sosial maka hukum bertugas untuk menjaga agar
masyarakat tetap dapat berada di dalam pola-pola tingkah laku yang diterima
olehnya. Di dalam perannya yang demikian ini hukum hanya
memepertahankan saja apa yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan

diterima di dalam masyarakat. Kedua sebagai sarana untuk melakukan

!4 Moh. Idris Ramulyo, “Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat
(Burgerjilk Wetboek™ (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), 43.
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perubahan sosial dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di
dalam masyarakat.

Masalah yang timbul kemudian berkaitan dengan bekerjanya hukum itu
adalah pertanyaan mengenai apakah hukum yang dijalankan di dalam
masyarakat itu benar-benar mencerminkan gambaran hukum yang terrdapat
didalam peraturan hukumgdan fungsi tersebut. Dengan kata lain apakah
hukum itu bisa efektif dalam masyarakat tetsebut. 15

Kesadaran hukum merupakan suatt penilaian terhadap apa yang
dianggap sebagai hukum yang baik dan hukum yang tidak baik. Kesadaran
hukum yang digunakan oleh para ilmuan sosial untuk mengacu ke cara-cara
di mana jorang-orang memaknai hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu
pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan
tindakan/orang-orang. Secara logis maka prosesnya adalah bahwa sescorang
harus memahami hukum tersebut, sebelum dia” meémpunyai kesadaran
hukum.'®

Taraf kesadaran hukum suatu/ masyarakat bisa tercapai bilamana
didasarkan pada'faktor-faktor sebagai berikut: adanya pengetahuan tentang
hukum, adanya pemahaman hukum, adanya sikap hukum, dan adanya pola
perilaku hukum. !” Dengan demikian apabila warga masyarakat menerima

sistem hukum tersebut, maka sistem tersebut akan menghasilkan tata tertib

SMuslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum.(Malang: UMM Press,
2009) h.24-25

16Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam masyarakat (Jakarta:
Rajawali Pers, 1982)h. 211

"Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum.(Malang: UMM Press,
2009) H.35-36
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dalam pergaulan hidup. Maka dari itu jelas adanya hubungan antara
kepatuhan hukum dengan masalah kesadaran hukum.

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila indikikator-
indikator dari kesadaran hukum dipenuhi, maka derajat kesadaran hukumnya
tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum warga
masyarakat mengakibatkandpara warga masyarakat mentaati dan mematuhi
ketentuan-ketentuanghukum yang “berlaku. Apabila derajat kesadaran
hukumnya rendah, maka derajat kepatuhan terthadap hukum juga rendah.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologi hukum.
Yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum
yang hidup di masyarakat. Penelitian sosiologi hukum mengamati apa yang
menjadi Karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek
kehidupan sosial. Dalam hal ini menggunakan teori kesadaran hukum dengan
menggunakan jenis penelitian sosiologi hukumd

2. Pendekatan Penglitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan menggali data-data penelitian
berupa kualitatif deskriptif, yang di mana metode kualitatif merupakan
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data yang dinyatakan

oleh informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang
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diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini digunakan
karena lebih mementingkan kualitas data.
. Lokasi Penelitian
Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan di wilayah Desa Gejlig,
Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Dengan pertimbangan bahwa di
Desa Gejlig terdapat keunikan dalam, pembagian harta waris yaitu tentang
pembedaan perolehafi harta warisanilebihy, banyak kepada sebagian anak
pewaris, selainfitu jangkauannya lebih mudah.
. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dan bahan-
bahan kepustakan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:
a. Data Primer
Penelitian dengan menggunakan sumber data primer dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata, atau informast yang dilakukan dalam
proses wawancara dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain: Dalam penelitian 4ni, sumber data utama yang
digunakan adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau
masyarakat Desa Gejlig yang telah melakukan pembedaan perolehan harta
waris lebih banyak terhadap sebagian anak pewaris. Data primer yang
diperoleh dilakukan dengan cara wawancara kepada para pihak yang

terlibat di dalam pebagian harta warisan.
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b. Data Sekunder
Selain dari hasil lapangan sebagai penguat juga diperlukan bahan
pustaka meliputi bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, dokumen, surat
kabar dan lain sebgainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini
diperoleh penulis dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan
teori-teori hukum kewagiSan Islamy, yaitu dari buku, jurnal dan skripsi.
5. Informan
Informan’ adalah seseorang tertentu yamg diwawancarai untuk
keperluanfnformasi, yaitu yang dapat memberikan informasi atau keterangan
atau data yang diperlukan oleh peneliti tentang situasi dan kondisi latar
belakang penelitian. Informan tersebut yaitu, para ahli waris, tokoh agama,
dan masyarakat Desa Gejlig. Informan ini dipilih dari orang yang dapat
dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti.'®
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu :
a. Observasi
Metode| observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan
melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan
untuk langsung berinteraksi bersama, merasakan, serta berada ditengah-
tengah kesibukan aktivitas objek pengamatan.'® Metode ini bertujuan agar

penulis dapat melihat kondisi dalam pelaksanaan praktek pembagian waris

8 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Grafindo
Persada, 2004),h.30

YAndi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif RancanganPenelitian,
(Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h.220
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yang dilakukan masyarakat Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan.
b. Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan
informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau
tanya jawab. Dalam pes€litian ini, penulis akan wawancara dengan ahli
waris, keluarga, dan tetangga yangterlibat sehingga penulis mendapatkan
data yang ménjawab rumusan masalah.
c. Dokunientast
Yaitu catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam
bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk. Dalam hal inni peneliti membaca,
mempelajari, menelaah literatur yang diberkaitan/dengan pembagian harta
warisan.
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
Teknik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang
diperoleh menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemerikasaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada dua
cara melakukan triangulasi, antara lain :
a. Triangulasi Sumber
Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang

beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini maka
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pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke ahli waris, pihak
keluarga, tokoh agama dan masyarakat Desa Gejlig.
b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan
menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber
yang sama dengan tekasik yangiberbeda. Yaitu dengan menggunakan
teknik wawancarag observasi, dan ‘dokumentasi.

Dalam’penelitian ini mengungkapkan data tentang pembagian harta
waris Kepada narasumber, kemudian dicek dengan,observasi ke tempat
penelitian yaitu Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan,
kemudian dengan dokumentasi.

Dalam penelitian ini akan mengecek data yang telah diperoleh dari
pembagian harta waris dengan pembedaan harta warisan lebih banyak
kepada'sebagian anak pewaris dan mengecek sumber data lain dari pihak
keluarga, tokoh agama, saksi dan tetangga yang ikut terlibat dalam proses
pembagian harta warisan.

8. Teknis Analisis Data
Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisi data
adalah sebagai berikut :
a. Data reduction (reduksi data) berarti meringkas, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yaitu tentang pembedaan

perolehan harta warisan berdasarkan sosial ekonomi ahli waris.
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b. Data display (penyajian data) dapat digambarkan dalam bentuk penjelasan
singkat, keterkaitan antar bagian, folwchart dan sejenisnya.?’ Mengenai
pembedaan status ahli waris yang terjadi pada masyarakat Desa Gejlig
Kabupaten Pekalongan.

c. Conclusion drawing/verivication (penarikan kesimpulan), dapat
mengungkap rumusan ifiasalah yang dirumuskan sejak awal.?'Menarik
kesimpulan polag pembagian warls pada masyarakat Desa Gejlig
Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika/Penulisan

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam
penelitian in1, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya
menjelaskan tentang latarbelakang masalah terkait isu/yang akan diteliti. Latar
belakang masalah ini mengulas sedikit tentang masalah’ yang akan diteliti.
Sclanjutnya akan duraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian
dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kerangka teoritik yang membahas teori kesadaran hukum.

Bab III adalah hasil penelitian yang meliputi: Pertama, tentang gambaran
masyarakat Desa Gejlig. Kedua, menguraikan pembagian harta warisan yang

terjadi. Ketiga, membahas tentang realitas yang terjadi di masyarakat tentang

20M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011), h.339
2IM. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, edisi kedua, h.343
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pembagian harta warisan. Keempat membahas tentang faktor-faktor yang
menyebabkan masyarakat Desa Gejlig melakukaan pembedaan perolehan harta
warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris.

Bab VI adalah analisis. Analisis ini berisi tentang analisis faktor-faktor

penyebab masyarakat Desa Gejlig melakukan pembedaan perolehan harta




BABII
TEORI HUKUM KEWARISAN ISLAM
DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
A. Teori Hukum Kewarisan Islam
1. Pengertian Kewarisan Islam

Kata mawaris secaragtimologihadalah bentuk jamak dari kata tunggal
mirats artinya warisafl, mawaris juga.disebut fara’id , kata ini berasal dari
kata faradu yang artinya Ketentuan, atau“menemntukan, dengan demikian
fara’id atau fara’idah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa
yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkaniwarisan, ahli waris yang
tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh
mereka.??

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari
orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa
harta benda, tanah maupun suatu hak dari-hak-hak syara.?®> Menurut Wirjono
Projodikoro mengatakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau
peraturan-peratutan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah
berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia

meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.**

22 Ahmad Rofiq, “Hukum Islam di Indonesia” Cet-4 (Jakarta: Pt. Raja Grapinndo Persada,
2000), 2-3

ZMuhammad Ali Ash-Shabuni, “Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadis” (Bandung:
Trigenda Karya, 1995), 39.

24 Moh. Idris Ramulyo, “Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat
(Burgerjilk Wetboek” (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), 43.

22
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Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa
yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal
171 a. KHI). Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap
berpedoman pada garis-garis hukum faraid®

Dengan demikian yahg dimaksud dengan hukum kewarisan Islam
adalah ketentuan-keténtuan mengenat _perthal kewarisan, baik menyangkut
harta peninggalan, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian
masing-masing ahli waris maupun tata cara pembagiannya serta hal-hal lain
yang menyangkut peristiwa kewarisan berdasarkan syariat Islam.?

2. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

Ada beberapa syarat yang di penuhi dalam pembagian harta warisan.
Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang
berdiri sendiri.

Dalam hal ini ada 3 syarat warisan‘yang telah disepakati oleh para
ulama, 3 syarat tersebut yaitu :

a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya
(misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara tagriri.
b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris

meninggal dunia.

% Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007), hal. 144
26 Anggita Vela, “Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam
Dan Dampaknya” Vol 4 No 2 Jurnal As-Salam (Lampung: As-Salam, 2015), 71-72
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c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.?’
Untuk terjadinya pewarisan harta maka harus terpenuhi tiga rukun pada
warisan, yaitu:

a. Muwarrits adalah orang yang memiliki harta waris dan menurunkan
kepada para ahli warisnya, yakni si mayit yang memiliki harta peninggalan
dengan sebutan tarikah,

b. Mawarits adalahorang yang menerimayharta peninggalan dari pewaris
(ahli waris)dbaik dari hubungan darah atau karéna sebab sebab tertentu.

c. Tarikah adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diturunkan ahli
waris| dengan ' catatan bahwa harta tersebut adalah milik mutlak dari
pewaris.?®

3. Sebab-Sebab Kewarisan
Adaatau tidaknya warisan tergantung dengan adanya sebab, jika
tidak ada sebab” maka tidak ada pula hukum “warisan. Maka adapun
sebab-sebab yang mengakibatkan adanya-hubungan saling mewarisi antara
pewaris dengan ahli warisnya yaitu disebabkan oleh tiga sebab berikut:

a. adanya tali | kekerabatan (hubungan kekerabatan). Maksudnya yaitu
yang mempunyai hubungan kerabat melalui nasab.Hubungan kerabat
ini mencakup ushuul,furuu’dan hawaasyi. = Kemudian yang termasuk
dalam ushul adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas dengan

syarat  dihubungkan dengan kerabat laki-laki. Sedangkan yang

27 Abdul Ghofur Anshori, “Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” (Yogyakarta: Ekonisia,
2005), 24-25

28 A bu Ismail Muhammad Rijal, “llmu Faraid Upaya Menghidupkan Hukum Waris Islam”,
(Banyumas: Isnen Gallery, 2019), h. 25
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dimaksud dengan furuu’adalah anak, cucu dan seterusnya ke bawah.
Serta yang termasuk dalam hawaasyi adalah saudara dan anak-anaknya
sampai ke bawah serta paman sampai ke atas dan anak paman sampai ke
bawah.

b. Adanya pernikahan (hubungan pernikahan). Pernikahan yang dimaksud
di sini adalah suatugakad yang sah menurut syari’at, baik diantara
keduanya telah tefjadi hubungan badany (watha’) ataupun belum. Jika
meninggal salah scorang suami atau istri walaupun sebelum terjadinya
watha’§ maka pasangan yang ditinggalkan “berhak menerima warisan
yang ditinggalkan oleh pasangannya.

c. Dengan sebab wala’ (karena ~memerdekakan budak). Maksudnya
adalah hubungan ashabah yang disebabkan oleh pembebasan hanya dari
satu arah saja, yaitu tuan mewarisi harta budaknya yang ia merdekakan.
Namun tidak sebaliknya, budak tidak dapat mewarisi harta tuannya.
Jika  ‘tuan tersebut meninggal duniag” maka yang mewarisinya adalah
ahli waris tuan tersebut melalui cara pewatisan ashabah bin nafsidan
bukan dengan ashabah bil ghairatau ashabah ma’al ghair.?®

4. Penghalang Waris
Penghalang (mani’) dalam warisan adapun yang dimaksud dengan
penghalang warisan adalah hal-hal atau pekerjaan yang menyebabkan

seseorang yang seharusnya mendapat warisan. Ada tiga sebab seseorang

2 M. Alfin Abdillah, “Sistem pembagian harta warisan dalam hukum islam” Al-Qadha:
Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9 No 1, (Februari-Juli 2022)
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menjadi  terhalang untuk  mendapatkan warisan  dari pewarisnya

diantaranya:

a. Karena pembunuhan. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi
prinsip-prinsip  kemanusiaan. Sehingga secara tegas melarang
adanya pembunuhan. Dalam kaitannya dengan hak waris mewarisi,
maka orang yang membunuh pewaris ia tidak mendapatkan hak
waris  dari _pewaris  terscbut.Jumhur ulama sepakat bahwa
pembunuhan merupakan penghalang “seseorang untuk mendapatkan
warisan dari orang yang dia bunuh. Terhalangnya si pembunuh
untuk’ mendapatkan hak warisan @ dari yamg dibunuh, karena
pembunuhan memutuskan silaturrahmi yang ‘menjadi sebab adanya
kewarisan. Dengan sebab terputusnya sebab, maka terputus pula
musababnya. Kemudian salah satu dari lima tujuan dibentuknya syariat
(Maqashid Asy-Syariah) adalah untuk melindtinggi jiwa manusia.
Dengan jalan ditetapkannya larangan® untuk membunuh. Karenanya
pembunuhan merupakan suatu tindak pidana atau dalam istilah
disebut dengan maksiat. Sedangkan hak kewarisa merupakan suatu
nikmat, maka suatu maksiat tidak bisa dipergunakan sebagai suatu
jalan untuk mendapatkan nikmat.

b. Karena beda agama. Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris.
Jika seorang meninggal dunia dan ahli warisnya ada yang
berbeda agamanya, maka ahli waris tersebut tidak berhak atas

harta warisan dari keluarganya yang meninggal dunia tersebut. Adapun
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yang dimaksud dengan penghalang warisan karena perbedaan agama
dalam hadis di atas adalah berbeda agama antara pewaris dan ahli
warisnya. Apapun agama yang diyakini salah satu dari keduanya
(pewaris dan ahli waris) selain Islam, maka tidak berlaku hukum
kewarisan Islam baginya. Oleh sebab itu seseorang muslim tidak mewarisi
pewaris yang non muslifn, Demikian juga non muslim tidak mewarisi
harta pewaris yangmuslim. Jumhur wlama figh menetapkan bahwa
yang mepnjadi ‘ukuran dalam menctapkam, perbedaan agamaantara
pewari{ dan ahli warisnya ialah pada saat seseorang meningal dunia.

c. Karena perbudakan. Perbudakan menjadi sebab terhalangnya untuk
mendapat warisan. Bukan karena ' status kemanusiaanya, tetapi
semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya. Mayoritas
ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan.
Karena dianggap tidak cakap dalam melakukan  perbuatan hukum,
tidak dapat mengurusi harta, karcna ia sendiri dinilai sebagai harta
bagi tuanya. Seandainya ia diberikan warisan tersebut bukan dia, tetapi
tuannya karena ia sendiri milik tuannya.

d. Murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak mendapatkan harta
warisan dari keluarganya yang tetap memeluk agama Islam. Begitu
pula sebaliknya, jika ia meninggal dengan status murtad maka

keluarganya pun tidak mempusakai harta yang ditinggalkannya.°

39 Naskur, “Ahli Waris dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam (Lampung:
Juni, 2016)
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5. Bagian Ahli Waris

Berbicara bagian, Islam tidak menyamakan jumlah antara satu ahli
waris dengan ahli waris lainnya. Ada perbedaan yang mencolok
tergantung kondisi nasab ahli waris yang ditinggalkan. Perbedaan tersebut
harus disikapi dengan bijak, mesti dipahami bahwa Islam menggariskan
itu sesuai dengan kodsat dan tanggung jawab manusia dalam hidup
berkeluarga.

Adapun Ketentuan kadar bagian masing-masing (furudul mugaddarah)
bagi 25 orang ahli waris yang telah ditentukan olch al-Qur’an (surat an-Nisa’
ayat 7, 11, 12, dan 176) dan hadits Nabi Saw ada enam macam,
yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga
(2/3), scpertiga (1/3), dan seperenam (1/6). Berikut adalah penjelasan
lebih rin€l mengenai siapa saja ahli waris yang termasuk ashabul furudh
yang mendapatkan bagian, diantaranya:

a. Setengah (1/2) bagian.
Para ahli waris penerima bagian > ada lima orang, yaitu:
1) Anak Perempuan jika seorang
2) Cucu perempuan garis laki-laki jika seorang dan tidak bersama anak
perempuan
3) Suami jika tidak ada anak
4) Saudara perempuan sekandung jika seorang

5) Saudara perempuan sebapak jika seorang
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Anak perempuan kandung mendapat bagian setengah harta
pewaris, dengan syarat. (1), pewaris tidak memiliki anak laki-laki
(anak perempuan tersebut tidak memiliki saudara laki-laki). (2), Jika
anak perempuan tersebut adalah tunggal, maka ia mendapat
setengah harta warisan yang ada. Jika kedua pernyataan tersebut
tidak ada maka anak perempuan,pewaris tidak mendapat setengah
dari harta.

Cucugperempuan dari anak laki-laki, 1@ mendapatkan setengah
dari bagian harta dengan tiga syarat. (1), Jika tidak mempunyai saudara
laki-laki (cucu laki-laki dari keturunan laki-laki). (2), Jika ia hanya
seorang (yaitu cucu perempuan dari keturunan laki-laki tersebut adalah
sebagal cucu tunggal). (3), Jika pewaris [tidak mempunyai anak
perempuan maupun anak laki-laki.

Saudara‘kandung perempuan. la akan mendapatkan setengah dari
harta warisan dengan tiga syarat. (1), [atidak mempunyai saudara kandung
laki-laki. (2), la hanya seorang dirt sajac(tidak mempunyai saudara
perempuan). (3), Pewaris tidak 'mempunyai ayah atau kakek dan
tidak  mempunyai  keturunan,  baik keturunan laki-laki maupun
keturunan perempuan.

Saudara perempuan seayah. la mendapatkan setengan dari bagian
harta warisan dengan empat syarat. (1), Jika ia tidak mempunyai
saudara laki-laki. (2), Jika ia hanya seorang diri. (3), Pewaris tidak

mempunyai saudara kandung perempuan.(4), Pewaris tidak
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mempunyai ayah atau kakek dan tidak pula anak baik laki-laki maupun
perempuan.
. Sepertiga (1/3) bagian

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan sepertiga
(1/3) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu ibu dan dua
saudara (baik laki-lakidmaupun yperempuan) seibu. Dengan rincian
sebagai berikut; Seorang ibu berhak mendapatkan sepertiga (1/3) dari
harta penihggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama,jika pewaris
tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki “dari keturunan anak laki-
laki. Pewaris tidak mempunyai dua orang saudara atau lebih (laki-laki
maupun perempuan), baik saudara itu kandung atau seayah atau seibu.

Kemudian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua
orang  atau lebih berhak mendapatkan sepertiga (1/3) dari harta
peninggalan pewaris dengan dua syarat. Pertama, jika pewaris tidak
mempunyai anak, (baik laki-laki ataupun perempuan) dan tidak
mempunyai ayah atau kakek. Kedua, jumlah saudara yang seibu tersebut
dua orang atau lebih.
. Seperempat (1/4) bagian

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat
(1/4) dari harta peninggalan hanya ada dua orang yaitu suami dan
istri. Berikut adalah rinciannya:(1), Seorang suami berhak mendapatkan
seperempat (1/4) dari harta peninggalan istrinya dengan satu syarat. Jika

sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak
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laki-lakinya. Baik anak atau cucu tersebut merupakan darah
dagingnya ataupun dari suami lain (suami sebelumnya).(2), Seorang
istri berhak mendapatkan seperempat (1/4) dari harta peninggalan
suaminya dengan syarat jika suami tidak mempunyai anak atau cucu, baik
anak itu lahir dari rahimnya ataupun dari istri lainnya (istri sebelumnya).
. Seperenam (1/6) bagian

Para ahli wafis pencrima bagian 1/6,ada 7 orang ahli waris, mereka
adalah:
1) Bapak jika ada anak atau cucu garis laki-laki
2) Kakek jika ada anak atau cucu garis laki-laki
3) Ibujika ada anak atau dua saudara lakilaki/petempuan atau lebih
4) Nenek garis ibu
5) Nenek garis bapak
6) Cuct perempuan jika bersama anak perempuan
7) Suadara perempuan sebapak jika bersama saudara perempuan

sekandung

Dengan  rincian sebagai berikut:

Pertama, seorang ayah berhak mendapatkan bagian seperenam
(1/6) dari harta peninggalan jika pewaris mempunyai anak baik
laki-laki maupun perempuan.

Kedua, seorang kakek (bapak dari ayah) berhak mendapatkan
bagian seperenam (1/6) dari harta peninggalan jika pewaris

mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari
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keturunan anak lak-laki. Dengan syarat ayah si pewaris tidak ada,
maka dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki
posisi ayah.

Ketiga, seorang ibu berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6)
dari harta peninggalan pewaris dengan dua syarat. Jika pewaris
mempunyai anak lakidaki “ataw, perempuan atau cucu laki-laki
keturunan anak gflaki-laki dan jika pewaris mempunyai dua orang
saudara atati lebth, baik saudara laki=lakiwmaupun perempuan, baik
sekandting, scayah ataupun seibu.

Keempat, cucu perempuan dari keturunan amak laki-laki seorang
tau lebih berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6), jika pewaris
mempunyai satu orang anak perempuan. Dalam  keadaan demikian,
anak | perempuan tersebut mendapatkan bagian setengah (1/2) dan
cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam
(1/6) sebagai pelengkap dua per tiga (2/3).

Kemudian cucu  perempuan dari anak laki-laki mendapatkan
bagian seperenam (1/6) dengan syarat jika pewaris tidak mempunyai
anak laki-laki. Sebab jika pewaris mempunyai anak laki-laki, maka
anak laki-laki tersebut menjadi pengugur hak sang cucu tadi. Selain
itu pewaris juga tidak mempunyai anak perempuan lebih dari satu
orang. Sebab jika pewaris mempunyai anak perempuan lebih dari satu

orang, maka anak-anak perempuan tersebut berhak mendapatkan
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bagian dua per tiga (2/3). Sekaligus menjadi pengugur hak waris cucu
perempuan dari keturunan anak laki-laki pewaris.

Kelima, saudara perempuan seayah satu orang atau lebih
berhak mendapatkan bagian seperenam (1/6), jika pewaris mempunyai
seorang saudara kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama
dengan keadaan jikd cueu perempuan keturunan anak laki-laki
bersamaan dengan adanya anak perempuan. Jadi, jika seorang
meninggal 4dunia” dan - meninggalkan “saudata perempuan sekandung
dan saudara perempuan seayah satu ataw lebih, maka saudara
perempuan seayah mendapatkan bagian seperenam (1/6). Sebab ketika
saudara perempuan kandung memperole setengah (1/2) bagian, maka
tidak fada sisa kecuali seperenam (1/6) yang memang merupakan
hak saudara perempuan seayah.

Keenam, saudara perempuan laki-laki atau” perempuan seibu
akan mendapatkan bagian seperenam« (1/6) mewarisi sendiri dengan
syarat pewaris.tidak mempunyai /kakek dan tidak mempunyai anak
laki-laki ataul perempuan.

Ketujuh, seorang nenek berhak mendapatkan bagian seperenam
(1/6) dari harta peninggalan pewaris jika pewaris tidak mempunyai ibu.
Ketentuan demikian, baik nenek tersebut hanya seorang atau lebih
(dari jalur ayah atau ibu). Hal ini berdasarkan apa yang telah

ditetapkan dalam hadis shahih dan ijma’ seluruh sahabat
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e. Seperdelapan (1/8) bagian

Dari sederetan para ashabul furudh yang berhak
mendapatkan seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri baik seorang maupun
lebih akan mendapatkan seperdelapan (1/8) dari harta peningalan
suaminya. Jika suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut
lahir dari rahimnya ataufdari rahim istri yang lain. Bagian ini bisa
terbilang unik 4dan “tidak banyaky kondisi yang memperoleh
seperdelapaf.

f. Dua pet tiga (2/3) bagian

Para ahli waris yang berhak mendapatkan dua per tiga (2/3)
dari harta peninggalan pewaris ada empat. [Semuanya terdiri dari
wanita yaitu dua anak perempuan (kandung) atau lebih, dua orang anak
perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih, dua orang saudara
kandung perempuan atau lebih dan dua orang saudara perempuan
seayahatau lebih. Berikut rinciannya:

Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tidak mempunyai
saudara laki-laki (anak laki-laki ‘pewaris). Dua orang anak perempuan
keturunan anak laki-laki atau lebih akan mendapatkan bagian dua per
tiga (2/3), dengan tiga syarat.Pertama,pewaris tidak mempunyai anak
kandung, baik laki-laki atau perempuan. Kedua,pewaris tidak
mempunyai dua orang anak kandung perempuan. Ketiga,dua orang cucu

perempuan tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.
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Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih akan
mendapatkan bagian dua per tiga (2/3), dengan tiga syarat.
Pertama,jika pewaris tidak mempunyai anak (baik laki-laki maupun
perempuan) dan tidak mempunyai ayah atau kakek. Kedua,dua orang
saudara kandung perempuan atau lebih tersebut tidak mempunyai
saudara laki-laki sebagai ashabah. Ketiga, pewaris tidak mempunyai
anak perempuan, eicu perempuan dari Keturunan anak laki-laki.

Dua Jorang saudara perempuan seayah atau lebih akan
mendapatkan bagian dua per tiga (2/3), dengan tiga syarat.
Pertama,jika = pewaris tidak mempunyai anak, ayah atau kakek.
Kedua,saudara perempuan seayah tersebut tidak mempunyai saudara
laki-laki seayah. Ketiga,pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau
cucu | perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara
kandung(baik laki-laki maupun perempuan).

Syarat yang harus di penuhi oleh dua orang saudara perempuan
seayah atau lebih untuk mendapatkan bagian dua per tiga (2/3) hampir
sama dengan persyaratan dua saudara kandung perempuan. Hanya di
sini (saudara kandung seayah) di tambah dengan keharusan adanya
saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).

Perlu ditegaskan di bagian ini bahwa sebagian para ahli waris
penerima bagian-bagian tertentu adakalanya yang menjadi ahli waris
penerima bagian tertentu saja dan tidak pernah menerima bagian sisa

asabah, namun sebagian yang lain ada yang dalam satu kondisi menerima
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bagian tertentu dan pada kondisi yang berbeda menerima bagian sisa
sebagai ahli waris dhaw al-‘asabah karena dengan dirinya sendiri ‘asabah
bi nafsih, ada juga yang menerima bagian tertentu dan dalam kondisi yang
lain menerima sisa karena orang lain asabah ma’a al-ghair.

Mereka ahli waris yang hanya sebagai penerima bagian tertentu
adalah Istri/suami, saudara perempuan seibu, ibu, nenek. Sedangkan
bapak, kakek adaKalanya sebagai‘penerima sisa karena dirinya sendiri
asabah bi nafsih jika pewaris tidak punyaketurunan laki-laki sama sekali,
meskipun ada keturunan perempuan. Saudara perempuan sekandung
menetima bagian sisa karena bersama dengan suadara laki-laki sekandung
atau sebapak, seperti halnya juga anak perempun kandung mendapat
bagian sisa jika bersama dengan anak laki-laki kandung, dan berlaku

demikian juga terhadap cucu perempuan jika bersama dengan cucu laki-

laki.’!

B. Teori Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum
Kesadaran| hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah
kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur
oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk
mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan apa yang dilarang dan

atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Akibat dari rendahnya kesadaran

118

31 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam (Surabaya: Pustaka Raja, 2016) hal.
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hukum masyarakat adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan
yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum
tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum
dan pembentuk peraturan perundang-undangan. Bisa dibayangkan bagaimana
jadinya upaya penegakan hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada.
Kesadaran hukum diartikanéSecara tetpisah dalam bahasa yang kata dasarnya
“sadar” tahu dan mefigerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui
dan mengertistentang hukum, menurut Ewickndan Silbey: “Kesadaran
Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan
institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan
makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Bagi Ewick dan Selebey, “kesadaran hukum™ berbentuk dalam
tindakan dan karena merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.
Dengan Kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai
pelaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. Membangun
kesadaran hukumtidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran
tersebut.

Hukum sebagai fenomena social merupakan institusi dan pengendalian
masyarakat. Di dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-
masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran

institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum. Pentingnya kesadaran
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membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan
menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk
mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum.*

Jika kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang
terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum
yang diharapkan ada. Sebedarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang
fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian
yang kongkrit.dalam masyarakat yang bersangkutan.>

2. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator-indikator kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk
yang relative konkrit tentang taraf kesadaran hukum. Adapun indikator-
indikator kesadaran hukum sebagai berikut :

a. Pengetahuan hukum
Sescorang  yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu
tersebut ditatur oleh-hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah
hukum tertulis. maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut
perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan
oleh hukum.
b. Pemahaman Hukum
Seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai

aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman

32Zulkarnain Hasibun, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa
(Manapuli Selatan : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol, 1 No, 1 : 2013), him. 79-81

3Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982),
edisi Pertama. hlm 182
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yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya
peraturan sekolah.
c. Sikap Hukum
Suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak karena adanya
penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi
kehidupan manusia. Dalém hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap
aturan hukum.
d. Perilaku hukum
Perilaku hukum yaitu berlaku atau tidaknya\suatu aturan hukum
dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana
berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.?*
Berkaitan dengan indikator diatas, Otjeé Salman menjelaskan
indikator seperti dibawah ini, antara lain :

1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang
mengetahui tentang bahwa perilakusperilaku tertentu itu telah diatur
oleh hukum. Peraturan hukum /yang dimaksud disini adalah hukum
tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut
menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang
diperbolehkan oleh hukum.

2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah

informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari

34Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1982),
Edisi pertama. him 125
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suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian
terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta
manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan
tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan
pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu.
Misalnya adanya pengetahuanidan pemahaman yang benar mengenai
Hukum Kewagi$an Islam menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171
sampai 244 tentang kewarisan untuk mewujudkan keasadaran hukum

dan/paham akan hukum tersebut.

3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan

untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum
sebagai ssesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum
tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai

kecenderungan untuk mengadakan penilaian tethadap hukum.

4) Indikator yang keempat adalah polasperilaku, yaitu dimana sesecorang

atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.
Indikator imi merupakan indikator yang paling utama karena dalam
indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau
tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum

dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.3®

30tje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung: 1993),

him. 40-42
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Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya
dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu.
Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa
ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika

seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat

maka dapat dikatakan iliki tingkat kesadaran hukum yang

atu bangsa dapat dili i tingkat kesadaran hukum

nya. Semakin tinggi tingkat k n hukum penduduk

ra maka kehidupan bermasyarakat bernegaranya akan

rtib. Sebaliknya, jika tingkat kesadara um penduduk suatu

dah maka kehidupan bermasyarakat bernegaranya akan

dak terkendali, sehingga yang berla alah hukum rimba

g kuatlah yang menang.




BAB III
PEMBEDAAN PEROLEHAN HARTA WARISAN KEPADA SALAH SATU
ANAK PEWARIS (STUDI DI DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN)
A. Gambaran Umum Desa Gejlig Kecamatan Kajen
1. Letak Geografis Desa Gejlig Kecamatan Kajen
Desa Gejlig mefupakan sebuah'desa yang terletak di Kecamatan Kajen,
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Desa Gejlig ini memiliki luas
wilayah sebesar 392,64 Ha.Desa ini memiliki curah hujan (23mm), suhu rata-
rata harian (27°C), jumlah bulan hujan (10 bulan). Secara administratif, Desa
Gejlig terdirt dari 6 Dusun, 18 RT dan 8 RW yang meliputi : Dusun Sumur
Bandung, Dusun Cokrah, Dusun Gejlig, Dusun Gerdu, Dusun Gumiwang,
dan Dusun Winong. Dalam dunia pendidikan Desa ini memiliki fasilitas
pendidikan seperti TK, SD, SMP dan SMP. Desa int terletak pada dataran
rendah dimana prioritas utama dari desa’ini adalah tanaman padi. Jarak
tempuh ke ibukota kecamatan adalah/3 km dimana hanya butuh waktu 15
menit untuk mencapai ibukota Kecamatan menggunakan kendaraan
bermotor.

Batas administratif Desa Gejlig Kecamatan Kajen sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Desa Rowolaku
b. Sebelah selatan : Desa Nyamok
c. Sebelah barat : Desa Sambiroto

42
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d. Sebelah timur : Desa Wanasari’®
. Gambaran kewarisan Desa Gejlig

Masyarakat desa Gejlig mayoritas penduduknya adalah beragama
Islam, yang berkewajiban menjalankan syariat Islam, baik dalam kaedah
ibadah sebagai norma yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya
merupakan hubungan langsdng yang bersifat tertutup karena sudah terperinci
di dalam Al-Quran dan penjelasanya melalui sunnah Rasul.

Dalam pfoses pembagian harta warisan pada masyarakat Gejlig ada
yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dan‘ada yang sesudah pewaris
meninggal.  Pembagian yang dilakukan sebelum pewaris meninggal
dilakukan untuk menghindari pertikaian di kemudian hari. Ada yang
dibagikan setelah ahli waris lahir karena bentuk rasa sayang dan bentuk rasa
syukur sehingga diberi warisan terlebih dahulu. Ada juga yang dibagi ketika
sudah dewasa atau setelah berumah tangga pembagian seperti ini biasanya
disepakati oleh kedua orang tua, dan ahliswaris atau anak hanya menerima
saja semua keputusan kedua orang tua sebagai bentuk baktinya kepada kedua
orang tua dan menghindari pertikaian antar keluarga.

Pembagian harta warisan yang dilakukan setelah pewaris meninggal
dilakukan dengan cara musyawarah antar ahli waris. Biasanya ahli waris
tertua atau anak pertama yang memandu. Dalam pembagian seperti ini ada
yang dibagi sesuai hukum Islam 2 : 1, ada juga yang dibagi sama rata 1 : 1

dan ada yang menggunakan hukum tersendiri. Seperti adanya pembedaan

3%Winoto Karyo, Profile Desa Gejlig, (Pekalongan: Februari 2022) him.2
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harta warisan terhadap salah satu ahli waris. Pembedaan seperti ini dapat
menjadi pertikaian di kemudian hari jika salah satu ahli waris tidak menerima
kesepakatan. Hal ini juga tidak sesuai dengan hukum kewarisan di Indonesia
terutama hukum waris Islam.
. Kondisi Sosial-Keagamaan di Desa Gejlig

Keadaan sosial agam@ masyarakat Gejlig mayoritas ialah menganut
agama Islam, bahkanfbanyak diantara mereka yang mengikut ormas-ormas
yang ada di walayah'tersebut. Secara umunmkeagamaan masyarakat di Desa
Gejlig sangat religi, hal ini bisa dillihat dari ‘banyaknya kegiatan yang
dilakukan seperti kegiatan jama’ah yasin tahlil remaja, kegiatan jama’ah
yasin bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada beberapa kegiatan yang biasa masyarakat
Gejlig lakukan ' seperti pada peringatan-peringatan hari besar Islam,
pembagian zakat, infaq, shadaqoh, pemotongan hewan kurban yang
iselanggarakan di masjid maupun di Musholla dan ‘masih banyak lagi yang

dilakukan oleh masyarakat.

Sarana keagamaan Islam yang ada di Desa Gejlig dapat terlihat dari
adanya Masjid, Musholla, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah
(MTs), Taman Pendidikan Al-Qur’an dan juga pondok pesantren.

Masyarakat Desa Gejlig juga masih kental dengan kerukunan dan
solidaritasnya. Kehidupan sosial masyarakat Gejlig dalam sehari-harinya
selalu bersifat gotong royong dan tolong menolon ng antara sesama. Misalnya
saja dalam suatau pelaksanaan tradisi, seperti pernikahan, khitanan, nyadran,

sedekah bumi, ngapati dan masih banyak lagi. Selaij itu juga ketika ada orang
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meninggal masyarakat desa Gejlig biasanya melaksanakan takziah, dan
mengikuto pembacaan yasin dan tahlil yang diadakan selama 7 hari bahkan
ada yanng sampai 1000 hari. Hal ini menunjukan nilai praktis dari sikap
solidaritas kekompakan kerukunan yang ada di Desa Gejlig Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan.

Selain itu pula, di Desa Gejlig banyak beberapa remaja hingga dewasa
yang masih aktif dalam berorganisasi seperti mengikuti legiatan IPNU-
IPPNU, PAC serta masih banyak lagi kegiatan yang berbasil sosial-religius.
Hal ini menandakan bahwa masyarakat masih kental\terhadap religiusitas
yang menjadi bekal kebiasaan hidupnya.®’

4. Organisasi Masyarakat di Desa Gejlig

Desa Gejlig terdapat enam dusun yang memiliki beberapa organisasi
kemasyarakatan yang beragam, baik yang terstruktur dalam pemerintah
diantaranya  yaitu Karang Taruna. Selain itu, ada pula organisasi
kemasyarakatan yang berada di Desa Gejlig yang tidak terstruktur seperti
organisasi keagamaan : [IPNU-IPPNU /FatayatNu, Muslimat, dan IRMA.

5. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gejlig

Mata Pencaharian Penduduk Menurut Jenisnya di Desa Gejlig Tahun
2022 menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Gejlig
mayoritasnya adalah Petani. Hal ini dikarenakan hasil bumi yang terdapat di

wilayah Desa Gejlig sangat bervariasi dari berbagai hasil pertanian sawabh,

37 Wawancara kepada Bapak Alimin dirumah Bapak Alimin yang beralamat di Dusun
Winong, Desa Gejlig Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, wawancara pribadi, Tentang
potensi dan kondisi sosial keagamaan di Desa Gejlig (Kamis, 18 Mei pukul 10.00 WIB)
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ladang serta hasil perkebunan, di antara hasil tersebut adalah : padi, jagung,
kacang-kacangan, umbi-umbian, kayu albasia, kayu pinus, pisang cavendis,
kelapa, buah-buahan serta masih banyak lagi.*
B. Pembagian Warisan dan Pembedaan Perolehan Harta Warisan
Masyarakat Desa Gejlig.

Dalam hukum kewarisanfistilah harta warisan biasa disebut dengan tarikah
dan tirkah, pengertiangSecara bahasa ‘sama ‘dengan mirast atau harta yang
ditinggalkan. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh seorang pemilik
harta, untuk ahli warisnya disebut tarikah si mmati (tarikatul maiyiti).>’

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta
seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti
keluarga dam masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris yang sering
digunakan di Indonesia yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat dan hukum
waris Islam.

Hukum waris dalam perdata merupakan seperangjat hukum yang
mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari
pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antara mereka
maupun pihak lain. Hukum waris perdata sudah ditentukan yaitu harus sama rata
tanpa adanya pembeda. Tidak ada pembedanya antara laki-laki dan perempuan

dan tidak ada pembedaan antara keluarga.

38 Winoto Karyo, Profile Desa Gejlig, (Pekalongan: Februari 2022) hlm.27
3 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris, (Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra, 1997),h.9
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Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan
tengtang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris
serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya
dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum
penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Hukum
kewarisan adat juga tidak adadketentuamydalam pembagian warisannya, hukum
ini berdasarkan kepatutafh dan'tidak ada‘pembagian khusus antara laki-laki dan
perempuan.

Hukum waris menurut Islam sudah diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits
mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan| hak kewarisan tanpa
mengabaikan hak seorangpun. Dimana dalam hukum Islam menjelaskan bagian
laki-laki lebth besar dari perempuan yaitu 2 : 1.

Desa Gejlig memiliki budaya dalam hal cara pembagian warisnya yang
sebagian besar masith menggunakan cara mereka sendiri yaitu adanya
pcmbedaan perolehan dimana ahli waris yang memiliki status sosial ckonomi
yang tinggi mereka mendapat bagian terbanyak.<Ahli waris ayng mempunyai
status sosial ekonomi yang tinggi mercka akan mendapatkan harta waris yang
paling banyak sedangkan bagi mereka yang memiliki status sosial ekonomi yang
rendah mereka mendapatkan bagian yang sedikit. Pembagian tersebut banyak
mengalami pro dan kontra, banyak masyarakat yang merasa tidak adil dengan
adanya pembagian tersebut. Hal tersebut sudah sering terjadi dan mereka teteap
menjalankannya karena dikhawatirkan akan timbul permasalahan dan

perselisihan diantara mereka dikemudian hari.
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Berikut penulis akan memaparkan bagaimana pola pelaksanaan
pembagian waris pada masyarakat Desa Gejlig dan alasan yang mempengaruhi
pembedaan pembagian harta warisan berdasarkan status sosial ahli waris di Desa
Gejlig Kecamatana Kajen Kabupaten Pekalongan, dengan hasil wawancara
sebagai berikut :

1. Keluarga Alm. Bapak Suja’i.

Bapak alm. Syja’t memiliki lima anaky tiga anak laki-laki dan dua anak
perempuan. Afiak ketiga dan kelima sudah meninggal sedangkan anak
pertama, Kedua dan ke empat masih hidup: Anak kedua dan anak ke empat
mereka hidup diperantauan. Alm. bapak Suja’t meninggalkan harta warisan
berupa lahan pertanian, lahan perkebunan dan rumah. Pembagian harta
warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dan semua urusan duniawi dari
pewaris sudah terselesaikan.

Awalnya pembagian harta warisan dibagi seécard rata. Namun anak
pertama meminta untuk diberi bagian lebihbanyak karena anak pertama yang
merawat kedua orangtua di masa tuanya dan‘mengelola semua aset harta
warisan dari kedua orang tuanya. Ia berharap/diberi bagian harta warisan lebih
banyak sebagai imbalan atas baktinya ia kepada kedua orang tua.

Seperti yang dikatakan oleh anak pertama dari Alm. Bapak Suja’i :
“Waune nggh kulo diparingi warisan namung sawah kalih kebon. Tapi
anu mba, kulo kan lare pambajeng pas dibagi harta warisan niku kulo
nyuwun bagian sing luwih katah. Soale kan pas wong tuane kulo tekksih
urip kulo sing ngopeni mbak. Adik-adik kulo merantau sedoyo, kulo
namung pyambekan teng ngriki. Adine kulo nggh mpun pada gadah
griyo pyambek teng mriko perantauan dadose jarang wangsul teng

griyo. Awale nggh mbten pada setuju, tapi kulo nggh tetep kekeh wong
kulo sing ngrumat wong tua. niki kulo angsal sawah, kebon kalihan
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griyo niki. Adik-adike kulo angsal sawah kalih kebon setungga-
setunggal. Ambane nggh sekitar sehektar per wong niku mbak.”
Dalam bahasa Indonesia : “Tadinya saya diberi harta warisan berupa
lahan pertanian sama lahan perkebunan. Tapi gini mba, saya kan anak
pertama waktu pembagian itu ya saya minta bagian yang lebih banyak.
Soalnya kan saat orang tua masih hidup yang ngurusi lahan orang tua
juga saya. Adik-adik saya merantau semua. Saya yang tinggal di desa
sendiri. Saudara saya itu sudah punya rumah sendiri di perantauan jadi
jarang mudik ke desa. Awalnya mereka tidak menerima, minta dibagi
rata. Tetapi saya bersikukuhyorang saya yang merawat tanahnya orang
tua. akhirnya ya mereka menerima ya walaupun dapat bagiannya lebih
banyak saya. Ini saya dapat sawahjkebun sama rumah, adik-adik yang
lain dapat sawah dan’kebun masing-masing satu. Luasnya ya kira-kira
satu hektarafi per orang.”

Dalamt pembagian harta warisan keluarga tersebut, anak pertama
mendapatkan bagian lebih banyak. Anak pertama ini telah merawat kedua
orang tuamya semasa tuanya. Selain merawat kedua orang tuanya anak
pertama ini juga mengelola sawah dan kebun milik kedua orang tuanya.
Sedangkan adik-adiknya merantau jarang pulang ke desa. Mercka sudah
hidup sukses di perantauan, ada yang jualan sembakeo, ada yang jualan tempe
dan ada yang menjadi bos konveksi. Jadi anak pertama tersebut meminta harta
watisan lebih banyak.

Pengetahuan anak pertama mengenai pembagian harta warisanpun
masih minim, seperti-kutipan wawaneara“berikut mengenai pengetahuan
tentang pembagian harta warisan :

“Nggh jujur mawon mbak , kulo mbten ngertos genahe sepinten mawon

niku pripun. Kulo nggh sekolahe mbten ngantos SMA, babagan agama

nggh kulo ngertose shalat, puasa, angger bangsa kados niku kulombten
paham. Mung kulo takon wong sing pinter trose bagiane tiang jaler
kalih tiyang estri setunggal.”

Dalam bahasa Indonesia: “Ya jujur saja mba. Saya tidak tahu

perincianya aturannya yang benar itu bagaimana. Ya saya kan memang
sekolah tidak sampai SMA, ilmu agama ya juga taunya shalat, puasa,
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kalau yang mendalam seperti itu tidak paham. Cuma ya tanya orang
yang pinter katane itu ya laki-laki dua perempuan satu.”

Dilihat dari kutipan di atas, anak pertama hanya mengetahui pembagian
harta warisan secara hukum Islam, yaitu 2 : 1, laki-laki mendapat dua bagian
sedangkan perempuan mendapat satu bagian. Meskipun anak pertama
mengetahui pembagian secaradslam namun dalam pembagian harta warisan
anak pertama tidak mefiggunakan seswai hukum Islam yang berlaku. Ia
beranggapan bahwa ia harus mendapatkan harta, warisan lebih banyak karena
telah merawat kedua orang tuanya hingga wafat,*

. Keluarga Alm. Bapak Sunarto

Pewaris mempunyai enam anak yaitu dua anak laki-laki dan empat anak
perempuan. Anak pertama dan kedua sebagai ibu rumah tangga, anak ketiga
bekerja sebagai penjahit, anak ke empat sebagai buruh pabrik, anak kelima
sebagai ibu rumah tangga dan anak keenam sebagai penjahit. Pembagian
waris dalam keluacrga ini dilakukan setelah ahli waris meninggal dunia dengan
menjual harta warisan dan membaginyassecara kekeluargaan.

Alm. Bapak Sunarto. mewarisi satn bidang tanah dan rumah pokok
untuk keluarganya.“Satu“bidang tanah“ini“berupa lahan perkebunan yang
memiliki luas sekitar 2.200 ha. Setelah melakukan musyawarah mereka
sepakat untuk menjual lahan pertanian tersebut. Mereka menjual dengan

harga Rp. 700.000.000,00 dan membaginya secara rata kepada 6 anaknya dan

ibunya. Masing-masing orang mendapatkan Rp. 100.000.000,00. Harta

40K, ahli waris, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, di rumah bapak K, 21 Oktober 2023
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warisan berupa rumah pokok ini beratasnamakan anak nomor empat yang
bekerja sebagai buruh pabrik. Orang tuanya mengatasnamakan tanah tersebut
kepada anak nomor empat dikarenakan status sosial ekonominya lebih tinggi,
mereka menganggap anak nomor empat lebih menjamin karena mempunyai
pekerjaan yang lumayan dan dapat merawat kedua orang tuanya kelak.
Merekapun menerima dengan ikhlas,keputusan kedua orangtuanya karena
mereka tidak mau adanya pertikaian“antara keluarga yang disebabkan oleh
harta warisan,

Anak pertama mengatakan bahwa pembagian harta warisan berupa
rumah pokok sebenarnya tidak adil. Namun ia men¢oba untuk menerimanya
dengan ikhlas karena untuk menghindari perselisthan antar ahli waris di
kemudian hati. Pembagian dengan cara tersebut dapat dikatakan ada dampak
negatifnya mamun tidak terlihat. Mereka tidak paham betul tentang
pembagian waris 'yang ada di Indonesia. Yang mereka tahu hanya pembagian
waris berdasarkan keputusan kedua orang tua dan mereka percaya keputusan
tersebut yang terbaik bagi mereka. Namun yang terbaik belum tentu adil. Hal
ini sudah menjadi kebiasan keluarga tersebut dalam pembagian harta warisan.

Seperti yang dikatakan oleh anak pertama dari keluarga alm. Bapak
Sunarto, bahwa :

“Kulo nggih mba jane mboten ngertos pembagian harta waris niku

kepripun. Pembagian harta waris teng Indonesia be ora paham ana

pira mba. Kulo ngertose warisan ya dibagi wong tua ya wis, nyong
kudu nerima meskipun jane ora adil tapi mbokan dadi ribut. Mending

nyong ngalah bae dari pada ora olih harta warisan”.

Dalam bahasa Indonesia : “Saya sebenarnya tidak tahu pembagian harta
waris itu bagaimana. Pembagian harta waris di Indonesia saja saya tidak
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faham ada berapa mbak. Saya tahunya warisan ya dibagi oleh orang tua

saja, saya harus menerima meskipun sebenarnya tidak adil tapi takutnya

akan menjadi masalah. Mending saya mengalah saja dari pada tidak
mendapat harta warisan”.

Dalam keluarga tersebut dapat dilihat status sosial ekonomi yang paling
tinggi memang terdapat pada anak nomor empat. Anak nomor empat ini
sangat aktif ikut serta dalam kegiatan di masyarakat seperti mengikuti rutinan
yasin dan tahlil. Relasi dalam “keluarganya pun sangat baik tidak ada
pembedaan antarganak dan tidak ada privilage dalam keluarga, begitupun
dalam lingkungan masyarakat tidak ada “pembedaan. Namun dalam
pembagian harta warisan terdapat adanya pembedaan karena anak nomor
empat mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi serta tinggal dengan
ibunya dam ibunya menganggap dengan memberinya harta warisan lebih
hidupnya akan terjamin kelak dikemudian hari. '

3. Keluarga Alm. Bapak Ramlan

Keluargaalin. bapak Ramlan bertempat di-Dusun Winong Desa Gejlig,
Kecamatan _Kajen, “Kabupaten Pekalongan. Beliau_mempunyai dua orang
anak, satu anak laki-laki dan satu anak peremapuan. Anak pertama yaitu laki-
laki dan anak kedua'perempuan. Pembagian‘harta warisan dalam keluarga ini
semulanya sama rata namun setelah dihitung dalam rupiah hasilnya tidak
sama rata.

Pembagiannya per anak mendapatkan satu harta warisan. Anak pertama

mendapat lahan perkebunan, anak kedua mendapat rumah, sedangkan lahan

48, ahli waris, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu S, 19 Mei 2023, pukul
11.00 WIB
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pertanian berupa sawah dibagi dua dengan cara disewakan dan hasilnya
dibagi dua. Jadi sawahnya masih milik bersama. Jika dihitung dalam rupiah
anak kedua mendapatkan bagian terbanyak karena dilihat dari luas lahan
bagian rumah lebih luas dari pada lahan perkebunan. Anak pertama tidak
mempermasalahkannya karena untuk menghindari adanya perselisihan antar
keluarga. Meskipun dirasa Kurang adil tapi mereka ikhlas menerimanya.

Berdasarkan keterangan anak kedua anak alm. bapak Ramlan sebagai
berikut :

“Yafkalau dilihat dari luas lahan dan dinominalkan bagian saya lebih
banyak. Karena kakak saya sudah bangun rumah sendiri. Sudah mampu
beli tanah rumah sendiri. Kalau saya kan perempuan jadi yang diminta
orang tua disuruh merawat sebelum meninggal. Kakak saya juga kan
sudah jadi pegawai jadi lebih mapan kalau saya kan cuma ibu rumah
tangga. Suami saya juga ikut tinggal disini bantu merawat ibu. Kalau
kakak saya tidak mempermasalahkan karena tidak mau adanya
perselisihan antar keluarga gara-gara harta warisan.”

Dari kutipan wawancara di atas anak kedua mendapat harta warisan
lebih banyak dari pada anak pertama. Anak kedua-hanya mengikuti apa yang
dikatakan_oleh anak pertama. Anak peftama merasa dicifiya sudah mapan
status sosial ckonominya lebih tinggi dan sudah mempunyai rumah sendiri
akhirnya memberikan“rumah dengan luas‘lahan yang lebih besar kepada
adiknya. Untuk pengetahuan ahli waris mengenai pembagian hartwa warisan,
anak pertama mengetahui pembagian harta warisan secara Islam sedangkan

anak kedua tidak mengetahui sama sekali. Anak kedua hanya mengikuti

arahan dari anak pertama saja.
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4. Keluarga Alm. Bapak Suwarno

Keluarga alm. bapak Suwarno merupakan salah satu warga Dusun
Gumiwang, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Beliau
mempunyai dua orang anak, anak pertama perempuan dan anak kedua laki-
laki. Pembagian waris ini dibagi setelah kedua orang tuanya meninggal. Ahli
waris yang masih hidup adafsatu yaita,anak kedua sedangkan ahli waris yang
satunya sudah meninggal yakni anak ‘pertama.

Mulanyaf setelah kedua orang tua” mereka meninggal, diadakan
musyawarah untuk membahas tentang harta warisan. Tentunya tidak hanya
berupa harta warisan saja namun terkait hutang piutang juga. Mereka
membahas terkait hutang piutang kedua orang tuamya terlebih dahulu dan
melunasinya dengan harta peninggalan kedua orang tuanya. Setelah hutang
piutang lunas, mereka membagi harta warisan dengan bermusyawarah. Hasil
dari musyawarah'tersebut hasilnya anak pertama mendapatkan harta warisan
berupa sawah dan anak kedua berupa lahan kosong karena anak kedua
seorang wirausaha dan membutuhkan tempat untuk berjualan. Meskipun jika
dirupiahkan tidak sama rata namun mercka tidak mempermasalahkannya
karena supaya tidak terjadi pertikaian antar keluarga. Mereka langsung
menyepakati dan membagi harta warisan secara sama rata.

Dalam keluarga tersebut, anak kedua mengetahui pembagian harta
warisan secara hukum Islam. Namun tidak diterapkan pada waktu pembagian
harta warisan dalam keluarganya. Anak pertama beranggapan agar dibagi

sama rata saja supaya adil. Dalam kehidupan sehari-hari anak kedua tidak ada
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privillage tertentu. Begitupun dalam masyarakat tidak ada privillage tertentu
dan tidak adanya pembedaan.

Pembagian harta waris seperti ini sudah berlangsung secara turun
temurun dalam keluarga tersebut. Mereka hanya mengikuti tradisi yang sudah
berlangsung dalam keluarganya sejak dahulu. Dulu sebelum kedua orang tua
mereka meninggal anak pertama dicetitakan tentang pembagian harta warisan
yang terjadi dalam keluarganya. Pembagiannya sama rata agar semuanya adil
dan tidak mefasa dirugikan. Sampai sekarang tradisi tersebut masih
berlangsung.

. Keluarga Alm. Bapak Maskur

Keluarga Alm. Bapak Maskur memiliki tiga orang anak, satu anak
perempuan dan dua anak laki-laki. Pembagian harta warisan dilakukan disaat
kedua orang tua mereka telah wafat. Terjadi pembedaan dalam pembagian
harta warisan keluarga tersebut.

Setelah kedua orang tuanya meninggal terjadilah pembagian harta
warisan dimana anak kedua mendapatkan bagian lebih banyak. Anak pertama
mendapatkan bagian berupa sawah, anak ke¢dua mendapatkan bagian kebun
dan rumah pokok sedangkan anak ketiga mendapatkan bagian berupa kebun.
Anak kedua mendapatkan bagian terbanyak karena merasa dirinya nantinya
bisa membantu saudara-saudaranya jika ada kesulitan. Beliau juga memiliki
status sosial ekonomi lebih tinggi bisa dilihat dari pekerjaanya yaitu sebagai
mandor proyek. Sedangkan anak pertama hanya sebagai ibu rumah tangga

dan anak ketiga bekerja sebagai buruh.
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Berdasarkan wawancara terhadap anak kedua dari anak alm. bapak
Maskur yaitu:

“ya saya yang laki-laki dapat lebih banyak mba. Kakak saya dapat itu

sawah adik saya yang satu mendapat kebun itu juga sudah luas mba.

Saya juga tahu tentang pembagian secara Islam yang 2 : 1 itu mbak,

yang laki-laki mendapatkan lebih banyak ketimbang yang perempuan

dan secara adat itu yang sama rata.”

Dalam kasus keluargd ini, anak kedua mempunyai status sosial yang
tinggi serta mengetahiul tentang penmbagian,harta warisan. Dari wawancara
yang dilakukan‘penulis beliau mengetahui tentang, pembagian harta warisan
secara Islam yaitu 2: | dan mengetahui pembagian'secara adat yaitu sama rata.
Seharusnya i1a menerapkannya dalam keluarga tentang pengetahuan yang ia
miliki dan memberikan pengetahuan terhadap kakak'dan adiknya bahkan bisa
sampai Ke masyarakat yang belum mengetahui tentang pembagian harta
warisan. Namun sebaliknya, ia tidak menerapkan apa yang ia ketahui.

Dari pemaparan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis ada
beberapa faktor yang mempengaruhi dalapa’pembagian harta warisan di Desa
Gejlig Kecamatan K ajen Kabupaten Pekalongan yaitu sebagai berikut :

a. Bagi pewaris'\yang masih hidup, mereka beranggapan bahwa pembagian
harta warisan yang memiliki status sosial ekonomi tertinggi mendapatkan
lebih banyak, hidup mereka akan terjamin.

b. Budaya yang sudah turun temurun sejak nenek moyang juga menjadi salah

satu faktornya. Kebiasaan pembagian waris tersebut sudah menjadi adat

istiadat dalam keluarga tersebut.
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c. Imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang tuanya.
Ahli waris yang telah merawat kedua orang tuanya ia beranggapan
mendapat bagian lebih besar dari yang lain sebagai bentuk imbalan
terhadapnya.

d. Tidak memahami mekanisme pembagian harta warisan. Masih banyak

bagaimana hukum waris yang ada di

antara hukum dan ilai-nilai, dan kurangnya

m ’masya_rakat. Kesadaran hu erupakan konsepsi-

lam diri manusia, tentang keserasian a ketertiban dengan

ang dikehendaki atau yang |sepantas Masalah kesadaran

asuk kedalam masalah nilai-nilai.




BAB 1V
ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN DAN PEMBEDAAN
HARTA WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK
PEWARIS MASYARAKAT DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN
Dalam pembahasan Bab I'Vgini, peneliti akan membahas secara detail analisis
dari informasi yang didapatkan baik “melalui observasi, wawancara dan
pengumpulan keteraigan yang penulis peroleh selama melakukan penelitian
lapangan (field research) di Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.
A. Proses Pembagian Harta Warisan Di Desa Gejlig Kecamatan Kajen
Kabupaten Pekalongan
Berdasarkan data yang telah penulis paparkan di'bab 3 proses pembagian
warisan itu tefjadi musyawarah antar ahli waris, biasanya yang memimpin
adalah anggota keluarga tertua. Pada praktiknya proses pembagian ini masih
jauh dari ketentuan hukum Islam, hukum adat maupun hukum BW.
Ketidaksesuaian itu misalnya pada kelnarga Alm. Bapak Suja’i. Dalam
proses pembagian harta warisannya salah satn ahli waris mendapatkan harta
warisan lebih banyak dari pada ahli waris yang lain. Pembedaan ini dikarenakan
karena anak pertama yang merawat kedua orangtua di masa tuanya dan
mengelola semua aset harta warisan dari kedua orang tuanya. la berharap diberi
bagian harta warisan lebih banyak sebagai imbalan atas baktinya ia kepada kedua
orang tua. Sedangkan ahli waris yang lainnya merantau jarang pulang ke desa.

Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, yang mana dalam hukum Islam
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pembagian harta warisan laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan
mendapat satu bagian.

Keluarga kedua yaitu keluarga alm. Bapak Sunarto. Pada keluarga ini
pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal dimana harta
warisan tersebut dijual dan dibagi secara musyawarah oleh keluarga.
ketidaksesuaiannya itu terletak pada pembagian harta warisan yang salah satu
ahli warisnya mendapatkan harta lebih banyak, disebabkan karena status sosial
ekonominya lebili tinggi, mereka menganggap amak nomor empat lebih
menjamin katena mempunyai pekerjaan yang lumayan danidapat merawat kedua
orang tuanya Kelak. Sedangkan menurut hukum Islam dalam pembagian harta
warisan laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan mendapatkan satu
bagian. Hal/ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum yang ada.

Keluarga ketiga yaitu keluarga Alm. Bapak Ramlan. Pembagian harta
warisan dalam Keluarga ini dilakkan setelah ahli waris meninggal dunia. Dimana
dalam pembagiannya salah satu ahli waris a/mendapatkan harta warisan lebih
banyak dari ahli waris yang lain. Pembedaan ini dikarenakan anak pertama
merasa sudah mapan secara ekonomi sedangkan anak kedua dalam hal ekonomi
masih kurang sehingga mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada anak
pertama. Pembagian seperti ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum waris
Islam. Seharusnya anak pertama mendapatkan dua bagian karena ia laki-laki dan
anak kedua mendapatkan satu bagian karena perempuan. Namun realitasnya

anak kedua mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada anak pertama.
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Keluarga keempat yaitu keluarga alm. bapak Suwarno. Keluarga ini dalam
pembagian harta warisannya dilakukan setelah ahli waris meninggal dunia.
Setelah ahli waris meninggal dunia dan semua hutang piutang telah
terselesaikan, terjadilah pembagian harta warisan dengan cara musyawarah
keluarga. Dalam musyawarah tersebut menghasilkan pembagian harta waris
secara sama rata. Dimana anaképertama dan kedua masing-masing mendapatkan
satu bidang lahan. Pembagian seperti ini'sudahiterjadi secara turun temurun dari
nenek moyang terdahulu. Tentunya pembagian ini tidak sesuai dengan hukum
Islam yaituf laki-laki ~mendapatkan satu bagiam sedangkan perempuan
mendapatkan satu bagian. Mereka tidak menggunakan sesuai hukum Islam
dikarenakan supaya adil dan tidak terjadi pertengkaran di suatu hari nanti.

Keluarga kelima yaitu keluarga alm. bapak Maskur. Keluarga ini dalam
pembagian harta warisan tidak sesuai dengan hukum Islam, dimana salah satu
ahli waris mendapatkan harta warisan lebih banyak dari ahli waris yang lain.
Pembedaan ini dikarenakan ahli waris anak keédua merasa dirinya nantinya bisa
membantu saudara-saudaranya jika ada Kesulitan: Beliau juga memiliki status
sosial ekonomi lebih tinggi bisa dilihat'dari pekerjaanya yaitu sebagai mandor
proyek. Sedangkan anak pertama hanya sebagai ibu rumah tangga dan anak
ketiga bekerja sebagai buruh. Hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan
pembagian harta warisan secara hukum Islam dimana laki-laki mendapatkan dua
bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian.

Dari beberapa proses pembagian harta waris yang terjadi di Desa Gejlig

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembedaan harta warisan
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yaitu pertama, mereka beranggapan bahwa pembagian harta warisan yang
memiliki status sosial ekonomi tertinggi mendapatkan lebih banyak, hidup
mereka akan terjamin. Anaknya akan membantu merawat dan bertanggung
jawab akan kehidupan selanjutnya kelak. sehingga pewaris merasa bahwa patut
diberikan imbalan. Seperti dalam keluarga alm. Bapak Sunarto, istrinya lebih
memilih memberikan harta warisan lebih banyak kepada anak nomor empat
yang memiliki status sosial lebih tinggi. Karena ia beranggapan hidupnya kelak
akan terjamin.

Keduaf budaya yang sudah turun temurun sejak .nenek moyang juga
menjadi salah satu faktornya. Kebiasaan masyarakat yang sudah turun temurun
menjadi adat istiadat setempat seperti dalam hal pembagian harta warisan.
Seperti yang telah dijelaskan di bab III kasus keluarga alm bapak Suwarno,
proses pembagian harta warisan tersebut sudah berlangsungsejak dari dulu turun
temurun daff nehek moyang. Dulu sebelum kedua orang tua mereka meninggal
anak pertama diceritakan tentang pembagianharta warisan yang terjadi dalam
keluarganya. Pembagiannya sama rata agar semuanya adil dan tidak merasa
dirugikan. Sampai sekarang tradisi tersgbut masih berlangsung.

Ketiga, imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang
tuanya. Ahli waris yang telah merawat kedua orang tuanya ia beranggapan
mendapat bagian lebih besar dari yang lain sebagai bentuk imbalan terhadapnya.
Seperti dalam kutipan salah satu ahli waris yaitu :

“Saat orang tua masih hidup yang mengatur lahan orang tua juga saya.

Adik-adik saya merantau semua. Saya yang tinggal di desa sendiri.

Saudara saya itu sudah punya rumah sendiri di perantauan jadi jarang
mudik ke desa. Awalnya mereka tidak menerima, minta dibagi rata. Tetapi
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saya bersikukuh, orang saya yang merawat tanahnya orang tua. akhirnya

ya mereka menerima ya walaupun dapat bagiannya lebih banyak saya. Ini

saya dapat sawah, kebun sama rumah, adik-adik yang lain dapat sawah dan
kebun masing-masing satu. Luasnya ya kira-kira satu hektaran per orang.”

Dalam pembagian harta warisan keluarga tersebut, anak pertama
mendapatkan bagian lebih banyak. Anak pertama ini telah merawat kedua orang
tuanya semasa tuanya. Selain merd@wat kedua orang tuanya anak pertama ini juga
mengelola sawah dan kebusn'milik'’kcdua orang tuanya. Sedangkan adik-adiknya
merantau jarang puldng ke desa. Jadi anak pertama tersebut meminta harta
warisan lebih banyak:

Keempat, masih banyak masyarakat Desa Gejlig yang belum paham
tentang pengetahuan agama, terutama tentang hukum waris. Masyarakat tersebut
tidak paham mekanisme pembagian harta warisan. Masih banyak warga yang
tidak memahami tentang bagaimana hukum waris yang ada di Indonesia
terutama hukum waris Islam. Ada beberapa orang yang faham namun tidak
menerapkan pengetahuan tersebut dalam pembagian-hatta warisan.

Kelima, ketidaksesuaian antara hukum dan_ sistema nilai-nilai, dan
kurangnya kesadaran\ hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan
konsepsi-konsepsi di“dalam“diri manusia, tentang’ keserasian antara ketertiban
dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Masalah
kesadaran hukum juga termasuk kedalam masalah nilai-nilai.

. Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Gejlig Dalam Pembagian Harta
Waris

Menurut Dr. Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mengikuti hukum

diberbagai bidang, termasuk masalah pengetahuan, pengakuan dan penegakan
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hukum. Kesadaran hukum menitikberatkan pada adanya pengetahuan hukum,
dari adanya pengetahuan hukum ini timbul pengakuan dan penghormatan
terhadap kaidah-kaidah hukum, kemudian hukum mengikuti.*?

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai
yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum
yang diharapkan ada. Sebenafnya yang, ditckankan adalah nilai-nilai tentang
fungsi hukum dan bukan suatu penilatan hukum terhadap kejadian-kejadian
yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum memiliki beberapa indikator yang sebenarnya
merupakan |petunjuk yang relative konkrit tentang taraf kesadaran hukum.
Adapun indikator-indikator kesadaran hukum adalah se¢bagai berikut :

1. Pengetahuan hukum.

Salah satunya yaitu pengetahuan tentang kewarisan, tidak semua
masyarakat mengetahui dan paham tentang pembagian harta waris yang ada
di Indonesia. Seperti yang terjadi pada masyarakat Desa Gejlig, pengetahuan
tentang harta warisan masih minim./Bahkanfada yang tidak mengetahui
tentang pembagian harta waris yang berlaku.

Masyarakat Desa Gejlig mayoritasnya memeluk agama Islam, namun
dalam pembagian harta warisan masih jarang yang menggunakan pembagian
warisan secara Islam. Karena pengetahuan mereka yang masih minim tentang

kewarisan.

42 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo
Persada 2002), h. 215
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Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada salah satu
masyarakat Desa Gejlig Ibu M yang bekerja sebagai pedagang mengatakan
bahwa :

“Kulo ora paham mba sing arane mbagi-mbagi warisan. Kulo ya
durung tau olih warisan. Nembe gye arep dibagi soale wong tuane kulo
nembe meninggal mbak. Lah kakangane ngomong arep rembugan
ngesuk bar bada aji nggo mbahas harta warisan. Neng sekolah naha
mbien diwarai ya keldlen mbakyyong wis sue ora sekolah ™.

Dalam Bahasal Indonesia : ““Sayay tidak paham yang namanya
pembagian harta warisan. Ini baru mau ada pembagian karena orang tua
saya bar@l saja meninggal. Kakak saya berkata akan mengadakan
musyawarah setelah lebaran Idul Adha untuk pembagian harta warisan.
Dula disekolahpun saya sudah diajari tapi saya lupa karena saya sudah
lama tidak sekolah”.*?

Dalam uraian diatas dapat dijelaskan bahwa ibu M tidak mengetahui
sama sekali tentang harta warisan. Beliau belum pernah mendapatkan harta
warisan |sama sekali. Namun, setelah lebaran Idul Adha beliau dan
keluarganya akan melakukan musyawarah terkait pembagian harta warisan.

Berdasarkan._keterangan dari Ibu S _terkait pengetahuan tentang
kewarian, beliau mengatakan :

“Kulo ngertos mbak pembagian harta warisan secara Islam niku
kepripun. Pembagiane niku 2 : 1 lewih katah tiyang jaler ketimbang
tivang estri. Kulomamung ngertos semviku tok mbak. Kulo nggih mbien
pas dibageni harta warisan mbten kados niku wonten carane pyambek
teng keluargane kulo”.

Dalam Bahasa Indonesia : “Saya tahu mbak tentang pembagian harta
warisan secara Islam itu bagaimana. Pembagiannya yaitu 2 : 1 lebih
besar laki-laki daripada perempuan. Saya hanya tau seperti itu mbak.
Saya juga dulu pada waktu diberi harta warisan tidak seperti itu ada cara

tersendiri dalam keluarga saya”.**

43M, pihak yang terlibat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu M, 25 Juni 2023
pukul 12.30 WIB.

43, pihak yang terlibat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu S, 25 Juni 2023,
pukul 13.40 WIB
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Sejalan dengan kutipan dari ibu M dan ibu S ada juga yang mengatakan
tentang pengetahuan pembagian harta warisan seperti dalam kutipan
wawancara yang penulis lakukan terhadap ibu Y, beliau mengatakan :

“Aku ngertine ya pembagian harta warisan neng Islam tok mbak. Jare

wong lanang olih luwih gede ketimbang wong wadon. Mbuh seliane kui

aku ora paham mbak wong durung tau nglakoni.”

Artinya: “Saya taunya'pembagian harta warisan menurut hukum Islam

saja mbak. Katadya laki-laki mendapatkan lebihbesar dari pada

perempuan. Selain itu saya tidak tahu karena saya belum pernah
melakukaknfpembagian harta warisan.”*

Dari sepuluh informan yang penulis temui, hanya tujuh orang yang
mengetahui tentang pembagian harta warisan yang ada di Indonesia. Tiga
yang lainnya tidak mengetahui sama sekali karena mereka belum pernah
melakukan pembagian harta warisan dan minimnya pengetahuan tentang
pembagian harta warisan. Informan yang mengetahui tentang pembagian
harta warisan, setengahnya hanya mengetahui tenmtang pembagian harta
warisan secarashukum Islam saja. Mereka juga pernah menerima harta
wartisan.dari kedua orang,tuanya. Namun, dart pengetahuannya tersebut tidak
semuanya ditcrapkan dalam pembagian harta'warisan.

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan‘bahwa masyarakat Desa Gejlig
pengetahuan tentang kewarisan masih minim. Meskipun ada yang
mengetahui, mereka terkadang enggan menerapkannya dalam keluarga

maupun memberi tahu terhadap masyarakat yang lain. Mereka yang tidak

mengetahui, hanya menurut apa yang dikatakan oleh pewaris. Ada juga dalam

45Y, masyarakat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu Y, 25 Juni 2023, pukul
15.00 WIB
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pembagian harta warisan, mereka mempunyai cara tersendiri yang sudah
turun temurun mereka lakukan dari nenek moyang terdahulu. Mereka
melakukan hal tersebut dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi

dalam masyarakat.

. Pemahaman hukum

Selain memiliki pengetahuan hukum, pemahaman hukum mencakup
individu atau masyar@kat dalam menggambarkan dan menjelaskan prinsip-
prinsip hukum norma-norma hukum, dan Kaitannya dengan kehidupan
sehari-hagi. Pemahaman hukum memungkinkantindividu atau masyarakat
untuk melihat hukum sebagai kerangka kerja yang relevan dan penting dalam
kehidupan mereka.

Dengan kata lain pemahaman hukum merupakan individu atau
masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-
aturan tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan
tujuan suatu peraturan, dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-
pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturantersebut.*®

Realitanya yang terjadi di Desa Gejlig masyarakatnya masih banyak
tidak paham mengenai aturan-aturan hukum seperti pembagian harta warisan.
Mereka tidak paham tentang hukum yang berlaku sekarang dan mereka hanya
menganut atau mengikuti kebiasaan yang telah terjadi secara tutun temurun

dari nenek moyang meraka.

40

4 Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung, 1993) ,h.
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Pemahaman hukum masyarakat terhadap pembagian harta warisan
yang berlaku di Indonesia ini terbilang masih rendah. Fakta tersebut terlihat
dari hasil wawancara sengan beberapa masyarakat di Desa Gejlig baik yang
melakukan pembagian harta warisan maupun yang belum melakukan
pembagian harta warisan. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat
untuk mengetahui pemaham@n hukumymasyarakat mengenai pembagian harta
warisan.

Seperti pénuturan dari salah satu masyarakat Desa Gejlig bernama Ibu
W mengatakan bahwa :

“Kulo mboten ngertos mbak tentang warisan bagiane sepira-sepira

kulo mbten paham. Kulo ya durung tau dinei harta warisan. Neng kene

va laka sing ngomongi mbak. Liane pada ngerti ya kulo ora dinei
ngerti. Seengane dinei harta warisan ya kuleo wong mlarat ya dinei
sepira bae manut mbak wong ora ngerti apa-apa.”

Dalam bahasa Indonesia : “Saya tidak tahu mbak tentang warisan

balannya berapa-berapa saya tidak paham. Saya juga belum pernah

dibert harta warisan. Yang lain pada mengetahui ya saya tidak diberi
tahu. Seumpama saya dikasih harta warisaniya saya orang miskin diberi
berapapun sayanurut karena tidak taliu apa-apa.”*’

Dari uraian diatas Ibu W tidak paham sama sekali tentang pembagian
harta warisan. Meskipun ada yang mengetahui tentang pembagian harta
warisan ia tidak pernah diberi tahu. Namun, jika ia diberi harta warisan ia

akan menerimanya berapapun yang ia dapat karena ia tidak tahu apa-apa dan

ia hanya menurut saja.

“7W, masyarakat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu W, 25 Juni 2023 pukul
11.30 WIB
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Adapun hasil wawancara dengan informan yang telah melakukan
pembagian harta warisan, sebagaimana disampaikan oleh bapak G:

“Sepaham kulo nggh mbak, pembagian harta warisan niku wonten

kalih, menurut hukum Islam kalih hukum adat. Nek menurut hukum

Islam ya wong lanang olih luwih akeh ketimbang wong wadon. Angger

menurut hukum adat ya ora patia paham niku pembagiane keprimen.”

Dalam bahasa Indonesiafi “Sepaham saya ya mbak, pembagian harta

warisan itu ada duagmenurut hukum Islam dan hukum adat. Dalam

hukum Islam laki<laki mendapatkan harta warisan lebih banyak dari
pada perempudn. Kalau dalam hukum adat saya kurang paham
menegenai pémbagiannya.”*®

Menurut pernyataan diatas, nampak bahwasannya Bapak G memahami
salah satu pembagian harta warisan yang berlaku \di Indonesia yaitu
pembagian harta warisan secara hukum Islam, dimana laki-laki mendapatkan
lebih banyak dari pada perempuan 2 : 1. Namun bapak G tidak memahami
tentang pembagian harta warisan menurut hukum adat.

Salah satu penyebab mereka tidak paham temtang pembagian harta
warisan yaitus.karena pengetahuan merckasryang minim. Hal ini
mengakibatkan kurangnya pemahaman Mmasyarakat tentang pembagian harta
waris yang berlaku di [ndonesia.

Pemahaman hukum akan menjadi penting ketika sesorang hanya tahu
saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang
mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemahaman

hukum itu menjadi salah satu yang harus dimiliki oleh setiap individu yang

menjalankan hukum.

“8G, masyarakat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Bapak G, 25 Juni 2023 pukul
15.40 WIB



69

3. Sikap Hukum

Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima
atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa
hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada
elemen apresiasi terhadap aturan hukum. Seseorang disini yang nantinya akan
mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertenu terhadap
hukum.

Sikap hukum merujuk pada pandangan, keyakinan dan nilai-nilai
individu atau masyarakat terhadap hukum. Sikap hukum mencakup apakah
individu ' atau masyarakat memiliki kepercayaan positif terhadap hukum,
menghormati otoritas hukum, dan percaya pada pentingnya keadilan serta
kepatuhan terthadap hukum. Sikap hukum yang positif menunjukkan adanya
kesadaran hukum yang baik.

Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain, ketika seseorang
tahu apa yang boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar akan ganjaran
dari setiap hal yang mereka lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan
secara otomatis memiliki kesadaran hukum.

Hal tersebut mencerminkan seseorang individu atau masyarakat yang
mempunyai pengetahuan hukum dan memahami tentang hukum. Tidak
seperti masyarakat di Desa Gejlig, mereka kebanyakan tidak mengetahui dan
tidak memahami tentang hukum. Kesadaran tentang kewajiban terhadap
orang lain dan sadar akan ganjaran dari setiap hal yang mereka lakukan,

dalam masyarakat pun masih kurang. Mereka yang mengetahui dan
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memahami tentang hukum enggan melakukan sesuatu tindakan yang
semestinya sesuai hukum yang berlaku seperti halnya dalam pembagian harta
warisan.
Fakta tersebut terlihat dari wawancara dengan beberapa masyarakat di
Desa Gejlig yang melakukan pembagian harta warisan baik secara hukum
Islam maupun yang tidak¢memakai, hukum Islam. Dari hasil penelitian
sebagaimana peneliti melakukan wawaneara kepada masyarakat untuk
meninjau mengenai stkap hukum masyarakat terkait pembagian harta warisan
menurut hukum' [slam.
Menurut salah satu warga Desa Gejlig bernama Ibu M mengatakan
bahwa :
“Kulo pribadi nggih mbak mbten setuju mbak angger pembagian harta
warisan secara Islam niku sing maringi harta waris luwih katah maring
tiyamg jaler. Saniki jamane emansipasi wanita mbak. Kulo nggih wong
wadon kados niki ya melu kerja juga mbak, ngrewangi bojo kulo ngge
menuhi kebutuhan. Dadine menurut kulo secara hukum Islam niki
mbten adilimbten usah diterapkan. Kulo.nggih mboten munafil wong
menungsa nggihbutuh harta butuh duit nggo urip.”
Dalam bahasa Indonesia : “Saya pribadi ya mbak tidak setuju kalau
pembagian harta warisan secara Islam itu yang memberikan harta lebih
besar kepada laki-laki. Sekarang zamannya emansipasi wanita mbak.
Saya juga permpuan seperti ini ya ikut kerja, membantu suami saya
untuk memenuhi kebutuhan. Jadinya menurut saya secara hukum Islam
todak adil dan tidak usah diterapkan. Saya juga tidak munafik saya
manusia juga butuh harta dan butuh uang untuk kelangsungan hidup.”*

Dari uraian diatas Ibu M menjelaskan bahwa pembagian harta warisan

secara Islam itu tidak adil. Ia juga mengatakan bahwa pembagian tersebut

“*M, masyarakat, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Ibu M, 23 Juni 2023 pukul
12.15 WIB
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tidak harus ditetapkan. Karena sekarang zamannya emansipasi wanita.
Banyak wanita yang bekerja untuk membantu suaminya dan bahkan ada yang
menjadi tulang punggung keluarga juga. Oleh karena itu, ia mengatakan
bahwa hukum Islam itu tidak adil dan tidak usah diterapkan.

Selain itu ada juga penuturan dari salah satu warga Desa Gejlig yang
bernama bapak A, mengatakan bahwa,:

“Angger kulo #iggih - mbak setuju mawon menurut hukum Islam, kulo
nggih tiyang Islam. Wontene hukum Islam mpun mengatur kados niku
nggih brarti mpun dipertimbangkan sedoyone mbak. Tiyang jaler kados
kulo kan nggih mbak bakal dados kepala rwmah tangga tanggung
jawabe lewih ageng dari pada tivang estri terutama ngge nafkahi
keluarga. Dadose menurut kulo nggih mpun adil dan mpun di jelas
tertulis teng Al-Qur’an. Menurute kulo nggih hukum Islam kedah
diterapaken teng ngriki wong sami-sami tiyang Islam.”

Dalam bahasa Indonesia: “Kalau saya ya mbak setuju saja menurut
hukum Islam, saya juga orang Islam. Adanya hukum Islam mengatur
seperti itu ya sudah dipertimbangkan semuanya mbak. Bagi laki-laki
seperti saya juga akan menjadi kepala rumah tangga dan tanggung
jawabnya lebih besar dari pada perempuan terutama dalam hal
menafkahi keluarga. Jadi menurut saya ya sudah adil dan sudah jelas
ditulis didalam Al-Qur’an. Menurut saya ya hukum Islam harus
diterapkan disini saya juga sama-sama orang Islam.”>°

Dalam uraian tersebut dapat disimpulkanibahwa Bapak A sangat setuju
dengan pembagian harta warisan secara Islam. Terutama untuk kaum laki-
laki karena tanggung jawabnya lebih besar dalam hal menafkahi keluarganya.
Pembagaian harta warisan secara Islam itupun harus diterpakan dalam

kehidupan masyarakat.

9A, tokoh agama, diwawancarai oleh Firda Muzayanah, dirumah Bapak A, 23 Juni 2023
pukul 13.15 WIB
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Dari informasi wawancara diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat
mengetahui dan menerima aturan terkait pembagian harta warisan menurut
hukum Islam, namun ada beberapa yang tidak menerimanya dengan alasan
emansipasi wanita. Argumentasi seperti itu diungkapkan oleh informan ibu
M yang menganggap itu tidak adil karena sekarang zamannya emansipasi
wanita, banyak perempuanddisana yang mencari nafkah untuk menghidupi
keluarganya ataupufi untuk membantuy suaminya dalam mencukupi
kebutuhan rupa@h tangganya. Seperti halnya dengan ibu M, informan ibu Y
juga sepgndapat dengan pemaparan ibu M yang :mengatakan tentang
emansipast wanita. Ibu Y juga salah satu orang yang ikut mencari natkah
untuk membantu perekonomian keluarga. Ibu Y merasa ikut andil dalam
pembagian harta warisan dan beranggapan bahwa pembagian harta warisan
harus dibagi sama rata. Tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan
karena ia juga "sama-sama mencari nafkah untuk keluarganya. Dapat
disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menerima adanya
pembagian harta, warisan menurut /hukum Islam terutama bagi pihak
perempuan yang mendapat lebih sedikit dibanding laki-laki.

. Perilaku hukum

Perilaku hukum adalah tindakan nyata individu atau masyarakat yang
sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan
terhadap hukum, partisipasi dalam proses hukum, dan penggunaan sarana

hukum untuk menyelasikan konflik atau masalah. Perilaku hukum yang baik
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menunjukan kesadaran hukum yang termanifestasi dalam tindakan yang
konkret.

Meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti
kewajiban hukum mereka terhadap orang lain, apabila mereka tidak mau
menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan
hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Menerima hukum
merupakan suatu aturam yang pasti‘yanghharus ditaati jika hukum ingin
berjalan dan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak
mudah. Akan tetapi, pengajaran secara perkala memeberikan efek penerima
hukum masyarakat itu sendiri.

Dalam pembagian harta warisan masyarakat Desa Gejlig, mereka masih
ada yang menggunakan sesuai aturan yang betlaku. Meskipun hanya
beberapa orang yang melakukan sesuai hukum, setidaknya masih ada yang
mematuhi hukum yang berlaku. Mereka yang menggunakan sesuai aturan
hukum yaitu beberapaindividu atau masyarakat yang mengetahui dan faham
akan hukum waris yang berlaku di’ Indonesia. Namun, ada juga yang
mengetahui dan'faham akan hukum waris tetapi tidak menerapkan sesuai
hukum yang berlaku.

Masyarakat yang faham akan hukum dan menjalankan sesuai peraturan
yang berlaku yaitu mereka yang mengerti kewajiban hukum terhadap orang
lain dan sadar akan hukum. Dalam masyarakat desa Gejlig dalam pembagian
harta warisan masih ada yang sesuai peratuuran hukum Islam. Seperti dalam

keluarga Bapak A, beliau membagi harta warisan sesuai peraturan hukum
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Islam. Beliau percaya dengan adanya peraturan hukum Islam semuanya sudah
di pertimbangkan dan itu semua sudah tertulis dalam Al-Qur’an. Sebagai
warga masyarakat yang patuh akan hukum beliau harus mematuhi dan
menerapkan peraturan hukum sesuai ketentuan yang ada.

Namun ada juga masyarakat yang tidak menjalankan sesuai dengan
peraturan hukum yang adagSeperti Keluarga bapak F, beliau membagi harta
warisan tidak sesuaishukum yang berlaku.'Dalam pembagian harta warisan
terdapat adanya pembedaan perolehan harta warisan yang dipengaruhi oleh
faktor status sosial ekonomi ahli waris. Bagi ahli waris yang mempunyai
status sosial ekonomi tertinggi mereka akan mendapatkan harta warisan
terbanyak, sedangkan yang lainnya diberikan harta warisan sama rata. Dalam
kasus int, sebenarnya Bapak F sudah mengetahui tentang pembagian harta
warisan yang berlaku di Indinesia namun ia enggan untuk menerapkannya.
Sedangkan adik-adiknya belum mengetahui tentang pembagian harta warisan
tersebut. Hal tersebut menandakan perilaku masyarakat yang tidak sadar dan
patuh akan hukum, yang berlaku.

Dilihat dari uraian diatas, dapat dikatakan warga masayarakat Desa
Gejlig tidak dapat memanifestasikan perasaan hukumnya dalam tindakan-
tindakan yang lebih rasional dengan perilaku yang digariskan oleh aturan
hukum, yaitu untuk melakukan pembagian harta warisan sesuai hukum yang
berlaku agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Seperti

tujuan dari hukum pembagian harta warisan yaitu agar diantara ahli waris atau
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pihak-pihak yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam pembagian
harta warisan dan dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.

Berdasarkan indikator kesadaran hukum dengan fakta di Desa Gejlig
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dapat dikatakan bahwa tingkat
kesadaran hukum masyarakat Desa Gejlig dalam melaksanakan pembagian
harta warisan masih kurang. Merekaysudah mengetahui tentang pembagian
harta warisan yanggberlaku di Indomesiajserta mengetahui manfaat dari
adanya peraturan hukum yang berlaku, namun tidak diikuti dengan perilaku
dan sikap/ukum untuk melakukan pembagian harta warisan sesuai peraturan
yang berlaku. Mereka hanya bersifat pasif terhadap hukum yang ada

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dapat menimbulkan
kehidupan masyarakat menjadi resah dan tidak tentram. Tentunya kita harus
menerapkan sikap sadar hukum sejak dini. Dengan memberikan pendidikan
yang tinggi seseorang akan cenderung sadar akan hukum dibanding dengan
mereka yang pendidikannya lebih rendah. Namun tidak menutup
kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran,
tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum.

Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak
perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap
permasalahan. Pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan
seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang.
Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan

yang diperoleh dari lingkungan.
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Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting.
Karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat
berkembang dan terarah. Dengan pendidikan pula manusia dapat
meninggikan status sosialnya.

Pada bab III telah dijelaskan tentang pembagian harta waris di Desa
Gejlig Kecamatan Kajen. Biasanya osang tua membagi harta warisan disaat
anak baru lahir mereka langsung memberikan harta warisan. Mereka akan
berusaha memdberikan yang terbaik untuk anak pertama, seperti disekolahkan
sampai perguruan tinggi hingga mereka mendapatkan status sosial ekonomi
yang lebih tinggi dari para saudaranya. Keadaan ini mengakibatkan adanya
pembedaan status sosial antar anak.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran nilai-nilai yang
terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum
yang diharapkan ‘ada. Poin yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi
hukum dan bukan suatu penilaian terhadap kejadian-kejadian yang konkrit
dalam masyarakat, yang bersangkutan. Jadi persoalannya kembali kepada
masalah dasar darit pada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus
dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

Namun, ada juga beberapa orang yang mengetahui tentang pembagian
harta warisan yang berlaku di Indonesia dan ikut menerapkannya di dalam
keluarga. Mereka ada yang menggunakan pembagian waris menurut hukum
Islam dan pembagian waris menurut hukum adat. Tidak semuanya yang

mengetahui tentang pembagian harta waris bisa menerapkannya dalam
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kehidupan. Ada beberapa orang yang menyalahgunakkannya untuk
kepentingan pribadi seperti untuk mendapatkan harta warisan lebih banyak
dari yang lain. Mereka terlena akan hukum yang ada dan serakah akan harta.
Hal ini merupakan salah satu contoh minimnya kesadaran hukum masyarakat

dalam pembagian harta warisan.




BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berangkat dari seluruh pemaparan bab-bab terdahulu maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembagian harta warisan diy Desa Gejlig dilakukan dengan cara
musyawarah. Dimana‘semua ahli warig betkumpul dan membahas perolehan
harta warisan«Dalam proses pembagian ada yang mengalami perdebatan
dikarenakan dikarenakan tidak merasa mendapatkan sesuai bagian namun
semuanya bisa terlesaikan dan menemui kesepakatan imi terjadi agar tidak ada
permasalahan dikemudian hari.

2. Proses pembagian harta warisan masyarakat Desa |Gejlig dilakukan ketika
kedua orang tua sudah meninggal dunia ataupun ketika orang tua masih
hidup. Dalam pembagian harta warisan terdapat pembedaan perolehan harta
warisan yaitu pemberian warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris.
Pemberian lebih banyak itu atas beberapa pertimbangan atau sebab yaitu :
adanya pembedaan status sosial ekonomi ahli waris, imbalan bagi mereka
yang telah berperan merawat kedua orang tuanya, budaya yang sudah turun
temurun sejak nenek moyang, bakti kepada kedua orang tua yang diwujudkan
dengan mematuhi dan menerima semua keputusan kedua orang tua,
masyarakat yang kurang memahami mekanisme pembagian harta warisan,

dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.
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B. Saran
Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi
saran-saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis
dan umumnya bagi pembaca:

1. Bagi pemuka agama, agar mensosialisasikan persoalan waris kepada

masyarakat umum lebih i, mislanya, di majelis-majelis taklim,

yang kurang t t berkurang
2. umum ﬁntuk égar'berkons'ultasi pemuka agama atau
erintJah terkait agarpembégian waris t dilakukan sesuai
dengan sehingga bernilai ibadah. |
3. Bagima a yang tertarik untuk meneliti masala is bisa memperkaya

wacana ma-tema lain selain teori kesadaran , misalnya dari sisi

peran pe agama.

~\vf
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Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

9.

PEDOMAN WAWANCARA

Data narasumber : Nama, Jabatan/Status, Alamat, Waktu dan Tempat
Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan masih hidup ?

Berapa besaran harta warisan yang ditinggalkan ?

Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah satu ahli
waris ?

Bagaimana status sosialnya ?

Apakah ahli waris yang mendapat warisan lebih banyak mempunyai
privillage dalam keluarga atau dalam event tertentu mereka dibedakan ?
Bagaimana pengetahuan masyarakat mengenai pembagian harta warisan
yang berlaku di Indonesia ?

Bagaimana pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam ?

10. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

11. Bagaimana sikap masyarakat setelah mengetahui hukum waris Islam ?



Lampiran 2 : Transkip wawancara
TRANSKIP WAWANCARA

A. Perangkat Desa Gejlig
Nama : Karyo Winoto
Jabatan : Kepala Desa Gejlig/Lurah
Alamat : Dusun Gejlig, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten
Pekalongan
Waktu : 17 Mei 2023
Tempat : Balai Desa Gejlig

Hasil Wawancara

1. Bagaimana kondisi sosial budaya masyarakat Desa Gejlig ?
Jawaban :
“Dari segi sosialnya, masyarakat di Desa Gejlig guyub rukun. Bisa
dilihat dengan adanya kegiatan, dan partisipasi masyarakat sangat
antusias. Mereka ikut meramaikan kegiatan baik dari berbagai kalangan.
Lebih-lebih ketika menjelang hari-hari besar Islam maupun nasional.
Seperti kegiatan nyadran, tahlil, memperingati hari kemerdekaan
dengan mengadakan berbagai kegiatan yaitu berbagai lomba, karnaval
dan masih banyak lagi. Dalam kegiatan perkumpulan seperti jamaah
yasin dan tahlil secara otomatis dapat mempersatukan pergaulan antara
warga masyarakat yang tadinya tidak pernah bertemu akhirnya dapat
bertemu, yan tadinya tidak pernah kenal akhirnya saling mengenal.
Hanya saja ada bebrapa orang yang masih enggan ikut untuk
bersosialisasi namun sangat minim jumlahnya. Selain yasin dan tahlil
ada juga perkumpulan karang taruna dan kelompok remaja perdusun.
Dalam perkumpulannya mereka melakukan kegiatan latihan duror
ataupun melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan sosial
religius. Remaja disini juga sangat aktif mengikuti kegiatan. Suatu
kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan menjadi budaya yang
dilakukan setiap minggunya bagi warga disini.”

2. Bagaimana pendidikan di Desa ini ?
Jawaban :
“Alhamdulillah pendidikan disini sudah maju mbak, bisa dilihat dari
adanya beberapa tempat pendidikan seperti TK, SD, MI, MTS dan SMP.
Dengan adanya beberapa sekolah yang berbasis Islam itu juga
menambah wawasan ilmu keagamaan bagi masyarakat. Disini juga
terdapat beberapa pondok pesantren yaitu terdapat 3 pondok pesantren
diantaranya, pondok pesantren Al-Utsmani, pondok pesantren Lugman
Hakim dan pondok pesantren Alif Lam Mim. Pondok pesantren tersebut
cukup besar dan banyak juga santrinya. Bisa dikatakan masyarakat
disini pendidikan dalam keagamaan cukup tinggi.”



B. Tokoh Masyarakat
1. Tokoh Agama
Nama : Ust. Amat
Jabatan : Tokoh agama
Alamat : Dusun Cokrah, Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten
Pekalongan
Waktu : 23 Juni 2023
Tempat : Dusun Cokrah
Hasil Wawancara
a. Bagaimana sikap masyarakat Desa Gejlig dalam ketaatan
menerapkan hukum waris Islam ?
Jawaban :
“Mayoritas masyarakat desa sini masih banyak yang tidak
menggunakan hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur’an. Mereka
masih beranggapan dalam hukum Islam itu tidak adil karena laki-
laki mendapatkan bagian lebih banyak dari pada perempuan.”
b. Bagaimana pembagian harta warisan di Desa Gejlig ?
Jawaban :
“Pembagian waris disini ada yang menggunakan sesuai hukum
Islam dan ada yang dibag secara rata, sehingga bagian antara ahli
waris laki-laki dan perempuan sama rata. Ada juga yang dalam
pembagiannya salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih
banyak atau lebih besar. Dengan keridhaannya untuk memberikan
bagian lebih besar kepada salah satu ahli waris di harapkan agar
tidak terjadi perdebatan antara keluarga dan memilih jalur saling
rukun ketika terjadi perselisinan antara keluarga mengenai perihal
waris.”
c. Bagaimana pendapat bapak mengenai hukum waris Islam itu adil
atau tidak ? Setuju atau tidak ?
Jawaban :
Kalau saya ya setuju saja menurut hukum Islam, saya juga orang
Islam. Adanya hukum Islam mengatur seperti itu ya sudah
dipertimbangkan semuanya. Bagi laki-laki seperti saya juga akan
menjadi kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya lebih besar
dari pada perempuan terutama dalam hal menafkahi keluarga. Jadi
menurut saya ya sudah adil dan sudah jelas ditulis didalam Al-
Qur’an. Menurut saya ya hukum Islam harus diterapkan disini saya
juga sama-sama orang Islam.



C. Pihak Ahli Waris
1. Praktik Pembagian Waris |

Nama : K

Pekerjaan : Tani

Alamat : Dusun Winong, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten

Pekalongan

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?
Jawaban :
“ada lima jumlah ahli waris, dua sudah meninggal dan tiga masih
hidup.”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?
Jawaban
“lahan pertanian, lahan perkebunan dan rumah.”

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?
Jawaban :
“Tadinya saya diberi harta warisan berupa lahan pertanian sama
lahan perkebunan. Tapi gini mba, saya kan anak pertama waktu
pembagian itu ya saya minta bagian yang lebih banyak. Soale kan
saat orang tua masih hidup yang ngurusi lahan orang tua juga saya.
Adik-adik saya merantau semua. Saya yang tinggal di desa sendiri.
Saudara saya itu sudah punya rumah sendiri di perantauan jadi
jarang mudik ke desa. Awalnya mereka tidak menerima, minta
dibagi rata. Tetapi saya bersikukuh, orang saya yang merawat
tanahnya orang tua. akhirnya ya mereka menerima ya walaupun
dapat bagiannya lebih banyak saya. Ini saya dapat sawah, kebun
sama rumah, adik-adik yang lain dapat sawah dan kebun masing-
masing satu. Luasnya ya kira-kira satu hektaran per orang.”

d. Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah satu
ahli waris ?
Jawaban :
“ya itu tadi mba. Selama orang tua saya masih hidup, saya yang
merawat mereka. Anak yang lain hidup di perantauan semua.
Otomatis saya juga yang bantu orang tua ngurusi sawah dan kebon.
Ya kelihatannya mudah mba, tapi kan proses bertani itu ya capek
mba. Apalagi kalau panennya tidak sesuai aslinya kan kita yang
bertani merugi. Jadi ya karena itu tadi saya yang sudah merawat
orang tua sama membantu mereka merawat asetnya ya begitu. Ya
adik-adik saya juga kan sudah pada sukses di perantauan. Ada yang
sukses jualan tempe, jualan sembako, sama jadi bos konveksi di
sana. Ya akhirnya mereka juga menyadari dan memahami meskipun
kondisinya seperti itu mba. Untuk bagian adik yang sudah



meninggal ya diberikan ke anaknya yang masih hidup. Ya
bagaimana pun juga kan itu bagian warisan orang tua mereka ya.
Jadi ya mereka itu, anak-anaknya yang menerima. Mau kepriye-
kepriye juga kan mereka anaknya adek saya.”

Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“ya bisa dibilang orang tua kita ini ya dulunya dijuluki juragan pari
atau padi mba. Karena ya alasannya itu katanya tanahnya banyak.
Sekarang ya saya yang sebagaian meneruskan tinggalan orang tua
merumat tanah hasil tinggalan orang tua sama alhamdulillah sudah
bisa beli tanah sendiri.”

Apakah ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak mempunyai
privillage dalam keluarga atau dalam event tertentu mereka
dibedakan ?

Jawaban :

“ya tidak ada yang begitu mba. Ya memang mungkin karena saya
yang merawat orang. Saya kan yang sudah tahu seluk beluknya
peninggalan orang tua. adik saya ya ngikut-ngikut aja akhirnya.
Adik saya juga sudah bisa berusaha semua itu ya juga dimodali
orang tua juga awalnya. Orang tua saya memang kaya begitu mba
gigih kalau mendidik anak. Ya namanya juga orang tua kuna kan
memang begitu kalau ndidik anak itu keras.”

Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada
di Indonesia ?

Jawaban :

“ya jujur saja mba. Saya tidak tahu perincianya aturannya yang
benar itu bagaimana. Ya saya kan memang sekolah tidak sampai
SMA, ilmu agama ya juga taunya shalat, puasa, kalau yang
mendalam seperti itu tidak paham. Cuma ya tanya orang yang pinter
katane itu ya laki-laki dua perempuan satu.”

Bagaimana pemahaman bapak mengenai hukum waris Islam ?
Jawaban :

“ya itu tadi mba. Kalau tanya orang yang pinter agama hukum waris
Islam itu pembagiannya 2 : 1. Laki-laki dua, perempuan satu.”
Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Adil atau tidak ya saya ya kurang tau juga mba. Namanya orang
desa ya yang penting bisa hidup. Tapi ya tentunya Pengeran yang
printah ya adil tentunya lah mba. Allah kan Maha Tahu. Kita hamba
ya nrima saja mba.”

Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian
waris secara Islam ?

Jawaban :



“Prakteknya ya kaya tadi yang tak sampekan mba. Kita sistemnya
rembugan tak kasih pengertian adeknya. Baginya ya kakaknya yang
banyak karena alasan tadi itu ya mba. Kan ngurus tadi juga kan
butuh biaya ngurusi tanah itu mba. Kalau pakai sistem kaya tadi itu
ya saya merasa malah tidak tepat bagi saya karena saya juga modali
ngerumat tanah itu mba.”

2. Praktik Pembagian Waris 1

Nama : lIbu S

Jabatan : Ibu rumah tangga

Alamat : Dusun Winong, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten

Pekalongan Waktu : 19 Mei 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?
Jawaban :
“ada enam jumlah ahli waris, dua anak laki-laki dan empat anak
perempuan, semuanya masin hidup”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?
Jawaban :
“Satu bidang tanah, dan rumah pokok”

c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?
Jawaban :
“Alm. bapak saya itu mewarisi satu bidang tanah dan rumah pokok
untuk anak-anaknya. Satu bidang tanah ini berupa lahan perkebunan
yang memiliki luas sekitar 2.200 ha. Setelah kami melakukan
musyawarah kami sepakat untuk menjual lahan pertanian tersebut.
Kami menjual dengan harga Rp. 700.000.000,00 dan membaginya
secara rata kepada 6 adik-adik saya dan ibunya. Masing-masing
orang mendapatkan Rp. 100.000.000,00. Namun, harta warisan
berupa rumah pokok ini beratasnamakan anak nomor empat yang
bekerja sebagai buruh pabrik. Orang tua saya mengatasnamakan
tanah tersebut kepada anak nomor empat dikarenakan status sosial
ekonominya yang tinggi dan mereka menganggap anak nomor
empat lebih menjamin karena mempunyai pekerjaan yang lumayan
dan dapat merawat kedua orang tua saya kelak. Sebelumnya para
adik saya tidak setuju mbak karena tidak adil, namun kami sepakat
menerima dengan ikhlas keputusan kedua orangtua karena kami
tidak mau adanya pertikaian antara keluarga yang disebabkan oleh
harta warisan. Kan bikin malu keluarga kalo sampe meributkan harta
duniawi saja.”



d. Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah satu
ahli waris ?
Jawaban :
“kalo menurut saya sih ya mbak karena adik saya yang nomor empat
itu mempunyai status sosial yang tinggi, dia bekerja meskipun
perempuan gak kaya saya cuma jadi ibu rumah tangga yang hanya
ikut suami saja. Adik saya juga bisa menjamin kehidupan kedua
orang tua saya karna ya itu adik saya mempunyai pekerjaan yang
lumayan dan bisa merawat ibu saya, jadi ya itu alasan kedua orang
tua saya memberikan harta warisan yang lebih kepada adik saya
yang nomor empat itu mbak.”

e. Bagaimana status sosialnya ?
Jawaban :
“Status sosial adik saya ya biasa saja seperti yang lain, tidak ada
yang dibedakan, adik saya juga ikut pengajian seperti ibu-ibu pada
umunya saja mbak.”

f.  Apakah ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada
di Indonesia ?
Jawaban :
“Saya sebenarnya tidak tahu pembagian harta waris itu bagaimana.
Pembagian harta waris di Indonesia saja saya tidak faham ada berapa
mbak. Saya tahunya warisan ya dibagi oleh orang tua saja, saya
harus menerima meskipun sebenarnya tidak adil tapi takutnya akan
menjadi masalah. Mending saya mengalah saja dari pada tidak
mendapat harta warisan”.

g. Bagaimana pemahaman ibu mengenai hukum waris Islam ?
Jawaban :
“Saya gak tau sama sekali mbak tentang pembagian waris di Islam
bagaimana.”

3. Praktik Pembagian Waris Il

Nama : Ibu D

Jabatan : Ibu rumah tangga

Alamat : Dusun Winong, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten

Pekalongan

Waktu : 21 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara

a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?
Jawaban :
“ada dua mba, saya sama kakak saya.”

b. Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?
Jawaban :



“ada satu sawah, satu kebon sama i rumah. Tapi ini ya sudah
direnovasi.”

Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“ni ya warisannya kakak saya laki-laki dapat satu bidang tanah.
Saya dapat rumah. Terus sawahnya Kita bagi dua dengan cara
disewakan nanti uangnya dibagi dua. Jadi sawahnya itu milik
bersama. Sementara masih seperti itu mba.”

. Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah satu
ahli waris ?

Jawaban :

“Ya kalau dilihat dari luas lahan dan dinominalkan bagian saya lebih
banyak. Karena kakak saya sudah bangun rumah sendiri. Sudah
mampu beli tanah rumah sendiri. Kalau saya kan perempuan jadi
yang diminta orang tua disurunh merawat sebelum meninggal. Kakak
saya juga kan sudah jadi pegawai jadi lebih mapan kalau saya kan
cuma ibu rumah tangga. Suami saya juga ikut tinggal disini bantu
merawat ibu. Kalau kakak saya tidak mempermasalahkan karena
tidak mau adanya perselisinan antar keluarga gara-gara harta
warisan.”

Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“kalau saya ya seperti ni mba. Ibu rumah tangga, suami saya jualan
mie ayam keliling. Kalau kakak saya jadi pegawe di sekolah SD
istrinya juga bisa kerja di sekolahan juga.”

Apakah ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada
di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak mendalami yang seperti itu jadi ya tidak tahu mba. Saya
manut kakak saya saja yang bagi dia”.

Bagaimana pemahaman ibu mengenai hukum waris Islam ?
Jawaban :

“Saya gak tau sama sekali mbak tentang pembagian waris di Islam
bagaimana.”

Pembagian Harta Waris 111

Nama : Pak L

Jabatan : Pedagang

Alamat : Dusun Gumiwang, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten
Pekalongan

Wakitu : 21 Oktober 2023

Tempat : Dusun Winong

Hasil Wawancara
a. Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?
Jawaban :



“ada dua mba jumlah ahli waris, kakak saya perempuan sudah
meninggal kemarin pas ramai-ramai covid itu.”

Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“ ada satu lahan pertanian, sama lahan kosong itu dekat jalan
itu.”

Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“Pembagiannya waktu kedua orang tua saya sudah meninggal
dan kakak saya masih hidup mbak. Diadakan musyawarah
keluarga antara keluarga saya dan kakak saya. Sebelumnya
membahas hutang piutang kedua orang tua saya, setelah urusan
hutang piutang selesai dilanjut pembagian harta warisan dari sisa
hutang piutang tersebut. Saya milih lahan kosong karena buat
jualan saya. Bagian kakak saya yang tanah sawah itu.”

. Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah
satu ahli waris ?

Jawaban :

“dibagi rata mba tidak ada beda. dapat satu-satu biar tidak angel
mba. Saya enggak mau ribut sama sedulur.”

Bagaimana status sosialnya ?

Jawaban :

“Status sosial saya ya biasa saja mbak, wong cilik. kakak saya
almarhum dulunya juga dagang di jakarta.”

Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang
ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tahunya pembagian secara Islam yang 2 : 1 itu mbak, yang
laki-laki  mendapatkan lebih  banyak ketimbang yang
perempuan.”

Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Menurut saya sih sudah adil ya mbak, ya namanya manusia
tinggal nerima aja mba. Meski ya kenyatannya mungkin belum
mampu melaksanakannya dengan sempurna. Karena kaitannya
kan dengan harta si ya mba.”

Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian
waris secara Islam ?

Jawaban :

“Sikap yang seharusnya ya mbak kalo sudah mengetahui hukum
waris secara Islam ya harus di taati, karena itu sudah menjadi
hukumnya. Namun balik lagi ke individu masing-masing,
terkadang masyarakat tidak mau mematuhinya.”



5. Pembagian Harta Waris V
Nama : Bapak T
Jabatan : Mandor proyek
Alamat : Dusun Gerdu, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten
Pekalongan
Waktu : 22 Oktober 2023
Tempat : Dusun Winong
Hasil Wawancara

a.

Berapa ahli waris yang ditinggalkan dan yang masih hidup ?
Jawaban :

“ada tiga mbak, dua laki-laki dan kakak perempuan saya.”
Berapa harta warisan yang ditinggalkan ?

Jawaban :

“lahan sawah, lahan perkebunan, serta rumah pokok.”
Bagaimana proses pembagian harta warisan ?

Jawaban :

“ya saya yang laki-laki dapat lebih banyak mba. Kakak saya
dapat itu sawah adik saya yang satu mendapat kebun itu juga
sudah luas mba.”

Apa penyebab adanya pembedaan harta warisan terhadap salah
satu ahli waris ?

Jawaban :

“ya menurut saya kalo saya dapet banyak nanti saya dapat
membantu saudara-saudara saya kalo ada masalah apapun itu.”
Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang
ada di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tahunya pembagian secara Islam yang 2 : 1 itu mbak, yang
laki-laki mendapatkan lebin banyak ketimbang yang perempuan
dan secara adat itu yang sama rata.”

Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“bagi saya kaum laki-laki hukum waris menurut Islam itu sudah
adil mbak, karena laki-laki itu akan menjadi kepala rumah
tangga, tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah lebih besar
dari pada perempuan.”

Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian
waris secara Islam ?

Jawaban :

“Sikap yang seharusnya ya mbak kalo sudah mengetahui hukum
waris secara Islam ya harus di taati, karena itu sudah menjadi
hukumnya. Namun balik lagi ke individu masing-masing,
terkadang masyarakat tidak mau mematuhinya.”



D. Pihak Yang Terlibat
1. Pihak I (Tetangga)

Nama : lIbu S

Jabatan : Pedagang

Alamat : Dusun Sumur Bandung, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen,

Kabupaten Pekalongan

Waktu : 19 Mei 2023

Tempat : Dusun Sumur Bandung

Hasil wawancara

a. Apakah ibu pernah melakukan pembagian harta warisan atau
mendapatkan harta warisan ?
Jawaban :
“Belum mbak, baru nanti mau hanis lebaran idul adha.”

b. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada
di Indonesia ?
Jawaban :
“Saya tidak paham yang namanya pembagian harta warisan. Ini baru
mau ada pembagian karena orang tua saya baru saja meninggal.
Kakak saya berkata akan mengadakan musyawarah setelah lebaran
Idul Adha untuk pembagian harta warisan. Dulu disekolahpun saya
sudah diajari tapi saya lupa karena saya sudah lama tidak sekolah.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?
Jawaban :
“Menurut saya ya mbak, setelah mendengarkan penjelasan dari anda
pembagian harta waris secara Islam itu tidak adil. Sekarang derajat
laki-laki dan perempuan itu sama. Saya juga ikut bekerja ikut
mencari nafkah membantu keluarga saya. Masa saya masih di
bedakan dalam pembagian harta warisan kan itu tidak adil mbak.
Menurut saya ya pembagian harta warisan dibagi sama rata saja,
tidak usah adanya pembedaan.”

d. Bagaimana sikap ibu setelah mengetahui tentang pembagian waris
secara Islam ?
Jawaban :
“Kalau saya pribadi saya tidak akan menggunakan hukum waris
tersebut, karena sekarang sama saja laki-laki dan perempuan
mencari nafkah semua. Jadi seandainya ada pembagian harta
warisan ya harus adil dibagi sama rata.”



2. Pihak Il (Tetangga)

Nama : lbu Y

Jabatan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Dusun Sumur Bandung, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen,

Kabupaten Pekalongan

Waktu : 25 Juni 2023

Tempat : Dusun Sumur Bandung

Hasil wawancara

a. Apakah ibu pernah melakukan pembagian harta warisan atau
mendapatkan harta warisan ?
Jawaban :
“‘Belum mbak, saya belum pernah mendapatkan harta warisan
namun suami saya sudah pernah mendapatkan harta warisan.”

b. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada

di Indonesia ?
c. Bagaimana proses pembagian harta warisan ?
Jawaban :

“Proses pembagian harta warisannya saya kurang paham mbak,
yang saya tahu suami saya hanya mendapatkan satu bagian saja.
Sedangkan yang lain ada yang mendapatkan bagian lebih. Suami
saya tidak protes karena tidak tahu apa-apa tentang pembagian harta
warisan. Pengetahuan suami saya juga minim tentang yang seperti
itu.”’

d. Apakah lbu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada
di Indonesia ?
Jawaban :
“Saya sedikit tahu tentang pembagian waris secara Islam, saya
pernah mendengarkan ceramah salah satu ustad di pengajian. Kalau
pembagian harta warisan menurut Islam itu 2 : 1, dimana laki-laki
mendapatkan bagian lebin banyak karena adanya beberapa hal ya
mbak seperti laki-laki tanggung jawab laki-laki lebin besar karena
menjadi tulang punggung keluarga harus mencari nafkah untuk
menghidupi keluarganya. Jadi udah sepatutnya seorang laki-laki
mendapatkan harta warisan lebih banyak dari pada perempuan.”

e. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?
Jawaban :
“Menurut saya ya adil-adil saja, karena agama sudah menjelaskan
dalam Al-Qur’an, dan kita sebagai umat yang taat kepada Allah
harus mengikuti juga hukum yang sudah ada hukum yang berlaku.”

f. Bagaimana sikap ibu setelah mengetahui tentang pembagian waris
secara Islam ?
Jawaban :
“Nantinya kalau saya melakukan pembagian harta warisan saya
akan menggunakan hukum waris secara Islam, karena sudah
sepatutnya umat muslim mematuhi semua hukum yang berlaku
dalam Islam.”



3. Pihak Ill (Masyarakat)
Nama : Bapak G
Jabatan : Petani
Alamat : Dusun Sumur Bandung, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen,
Kabupaten Pekalongan
Waktu : 19 Mei 2023
Tempat : Dusun Winong
Hasil wawancara

a.

Apakah bapak pernah melakukan pembagian harta warisan atau
mendapatkan harta warisan ?

Jawaban :

“Saya belum pernah melakukan pembagian harta warisan dan belum
pernah mendapatkan harta warisan. Keluarga saya tidak punya harta
apa-apa jadi saya tidak pernah mendapatkan harta warisan
sepeserpun.”

Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada
di Indonesia ?

Jawaban :

“Saya tidak tahu apa-apa tentang pembagian harta warisan mbak,
saya juga pendidikannya tidak tinggi jadi untuk hal seperti itu saya
tidak tahu.”

Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?

Jawaban :

“Setelah dijelaskan ya menurut saya adil-adil saja karena laki-laki
mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk menghidupi
keluarganya dan berhak mendapatkan harta warisan.”

Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian
waris secara Islam ?

Jawaban :

“Sikap yang seharusnya ya mbak kalo sudah mengetahui hukum
waris secara Islam ya harus di taati, karena itu sudah menjadi
hukumnya.”

4. Pihak IV (Masyarakat)
Nama : lbu M
Jabatan : Pedagang
Alamat : Dusun Gerdu, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten
Pekalongan
Waktu : 25 Juni 2023
Tempat : Dusun Gerdu
Hasil wawancara
a. Apakah ibu pernah melakukan pembagian harta warisan atau

mendapatkan harta warisan ?
Jawaban :
“Belum mbak, saya belum pernah mendapatkan harta warisan.”



b. Apakah Ibu mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada
di Indonesia ?
Jawaban :
“Saya tidak mengetahui system pembagian waris secara hukum
Islam karena saya belum pernah mendapatkan harta warisan.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?
Jawaban :
“Saya pribadi ya mbak tidak setuju kalau pembagian harta warisan
secara Islam itu yang memberikan harta lebih besar kepada laki-laki.
Sekarang zamannya emansipasi wanita mbak. Saya juga permpuan
seperti ini ya ikut kerja, membantu suami saya untuk memenuhi
kebutuhan. Jadinya menurut saya secara hukum Islam todak adil dan
tidak usah diterapkan. Saya juga tidak munafik saya manusia juga
butuh harta dan butuh vang untuk kelangsungan hidup.”

d. “Bagaimana sikap ibu setelah mengetahui tentang pembagian waris
secara Islam ?
Jawaban :
“Nantinya kalau saya melakukan pembagian harta warisan saya
tidak akan menggunakan hokum waris secara Islam. Namun akan di
bagi sama rata saja.”

5. Pihak V (Masyarakat)

Nama : Bapak A

Jabatan : Buruh

Alamat : Dusun Gerdu, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten

Pekalongan

Waktu : 25 Juni 2023

Tempat : Dusun Gerdu

Hasil wawancara

a. Apakah bapak pernah melakukan pembagian harta warisan atau
mendapatkan harta warisan ?
Jawaban :
“Belum mbak, saya belum pernah mendapatkan harta warisan.”

b. Apakah bapak mengetahui tentang sistem pembagian waris yang ada
di Indonesia ?
Jawaban :
“Saya mengetahui sedikit tentang pembagian harta waris secara
Islam yaitu 2 : 1, dimana bagian laki-laki lebih besar dari bagian
perempuan.”

c. Apakah hukum waris Islam adil atau tidak ?
Jawaban :
“Kalau saya ya mbak setuju saja menurut hukum Islam, saya juga
orang Islam. Adanya hukum Islam mengatur seperti itu ya sudah
dipertimbangkan semuanya mbak. Bagi laki-laki seperti saya juga
akan menjadi kepala rumah tangga dan tanggung jawabnya lebih
besar dari pada perempuan terutama dalam hal menafkahi keluarga.
Jadi menurut saya ya sudah adil dan sudah jelas ditulis didalam Al-



Qur’an. Menurut saya ya hukum Islam harus diterapkan disini saya
juga sama-sama orang Islam.”

“Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui tentang pembagian
waris secara Islam ?

Jawaban :

“Nantinya kalau saya melakukan pembagian harta warisan saya
akan menggunakan hukum waris secara Islam, karena sudah
sepatutnya umat muslim mematuhi semua hukum yang berlaku
dalam Islam.”
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PENGARUH DEBT TO ASSET RATIO (DAR), FINANCING TO DEPOSIT RATIO
(FDR), NON PERFORMING FINANCING (NPF), CAPITAL ADEQUACY RATIO
(CAR) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PT. BANK MUAMALAT
INDONESIA TBK 2015-2022

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-
media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya,
dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan, KT
Sava bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini vang sava buat den gan sebenarnya.

Pekalongan, 08 November 2023

FIRDA MUZAYANAH
NIM. 1119111
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